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MOTTO

Kehancuran orang-orang yang mendustakan kebenaran
dan akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing
manusia atas perbuatannya. (An Najm : 874) .

Yayasan penyelenggara penterjemah Al Quran. 1994, Al Quran dan
Terjemahannya. PT. Kusmudasmore Grafindo, Semarang,
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RINGKASAN

Dewasa ini pembangunan dilakukan di segala bidang, salah satunya adalah
pembangunan di bidang konstruksi yang berupa sarana dan prasarana Untuk
mewujudkan suatu bentuk konstruksi yang berkualitas, maka pemberi proyek
dapat menunjuk kontraktor sebagai pelaksana pemborongan pekerjaan, dengan
mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Adanya perjanjian pemborongan
pekerjaan tersebut kedua belah pihak harus dapat melaksanakan kewajiban dan
haknya dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mendapatkan suatu hasil pekerjaan sesuai yang diharapkan oleh
pemberi proyek, maka pemborong harus dapat melaksanakan semua
kewajibannya sesuai isi perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat, dengan
didukung oleh para pekerja yang dipekerjakan oleh kontraktor, Kontraktor yang
tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban baik sebagian maupun selurubnya
dapat menunjuk subkontraktor untuk membantu atau menggantikan sebagian atau
seluruh tugas-tugasnya. Penunjukkan tersebut harus melalui perjanjian yang sah
dan diijinkan oleh pemberi proyek walaupun tidak ada hubungan yuridis antara
subkontraktor dengan pemberi proyek.

Subkontraktor harus dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai isi
peganjian - yang dibuat  dengan  kontraktor. Subkontraktor harus  dapat
mempertanggungjawabkan  semua  kewajiban termasuk  hasil pemborongan
pekerjaan kepada kontraktor. Hasil pemborongan pekerjsan  tersebut akan
dipertanggungjawabkan Kepada pemberi proyek oleh kontraktor. Setiap pihak
yang membuat perjanjian tentunya menghendaki pelaksanaan prestasi dengan baik
sesual 151 perjanjian, akan tetapi tidak semua dapat berjalan dengan sebagaimana
mestinya, karena ada kemungkinan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh
pemberi proyck, pemborong maupun subkontraktor. Setiap pihak harus dapat
mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan,  Berdasarkan hal
tersebut maka dalam penyusunan skripsi di pilih judul : Tanggung jawab
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kontraktor kepada Pemberi Proyek bila Subkontraktor Melakukan
Wanprestasi.

Permasalahan yang diangkat dan akan dibahas dalam skripsi in1 adalah
mengenal bentuk - bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan antara kontrakior
dengan pemberi proyek dan pertanggungjawaban subkontraktor kepada kontraktor
bila terjadi wanprestasi, serta pertanggungjawaban kontraktor kepada pemberi
proyek atas wanprestasi subkontraktor,

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif,
yaitu pendekatan dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Dan untuk menunjang
penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data sekunder dan primer, sedang
metode pengumpulan data digunakan studi literatur dan wawancara. Data — data
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode desknptif kualitatif.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak selalu akan meletakkan hak dan
kewdjiban kepada masing-masing pihak, demikian Juga dalam perjanjian
pemborongan pekerjuan. Bentuk-bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan yang
dibuat oleh pemberi proyek dan kontraktor dalam bentuk kontrak standart vang
isinya dituangkan dulam bentuk pasal - pasal mengenai hak dan kewajiban kedua
belah pihak. 1si perjanjian berdasarkan perjanjian standart ( baku ) yaitu isi
perjanjian ditentukan oleh pemberi proyek, serta kontraktor hanya melaksanakan
ISi petjanjian iu. Sistem perjanjian itu menggunakan Lump Sum dun penunjukun
kontraktor tersebut melalui penunjukan langsung.

Para pihak harus  dapat  mempertanggungjawabkan kewajiban-
kewajibannya, apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah saty pihak.
Kontraktor harus bertanggungjawab kepada pemberi proyek dan subkontraktor
harus bertanggungjawab kepada kontraktor. Hasil pemborongan pekerjaan yang
disubkan kepada subkontraktor harus dapat dipertanggungjawabkan oleh
kontraktor kepada pemberi proyek. Apabila pelaksanaan pemboronngan pekerjaan
itu mengalami kerugian yang diakibatkan oleh tindakan subkontraktor maka yang
bertanggungjawab adalah kontraktor, dengan menanggung atau mengganti semua
kerugian yang diderita. Subkontraktor juga harus menanggung Kerugian yang

X1
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diderita oleh kontraktor, Penyelesaian perselisihan antar pihak melalui jalan
musyawarah dan proses pengadilan. Pemberi proyek dapat melakukan pemutusan
perjanjian secara sepihak.

Agar pelaksanaan pemborongan pekerjaan ini dapat berjalan dengan baik
maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jasa konstruksi agar

lebih banyak mengatur hubungan antara pemberi proyek, kontraktor dan
subkontraktor.

Xii
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I. PENDAHULUAN N

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat, Bentuk realisasi dari pembangunan itu berupa proyek-
proyek sarana dan prasarana yang berwujud pembangunan gedung ( perumahan,
perkantoran ) maupun rehabilitasi jalan, Jembatan, dan sebagainya Usaha untuk
menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dibidang pembangunan itu
haruslah didukung oleh partisipasi masyarakat, yang berarti bahwa pembangunan
dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Partisipasi
masyarakat itu berupa pemeliharaan gedung atau hasil-hasil pembangunan yang
dibuat oleh pihak pemerintah seperti gedung sekolah, jalan raya maupun
pembangunan yang dibuat oleh pihak swasta seperti gedung pertokoan milik
Swasta, Selam itu partisipasi masyarakat dapat berupa membantu melancarkan
pefaksanann pembangunan dalam hal memberikan suatu bahan-bahan yang dibeli
oleh kontraktor maupun oleh pember proyek yang berkualitas baik sehingga akan
menghasilkan suatu konstruksi yang baik pula. Pelaksanaan pembangunan dapat
berhasil dengan baik apabila didukung oleh para pihak yang membuat perjanjian
pekerjaan pemborongan itu sendini baik it pemerintah daersh maupun orang
perseorangan dan swasta. Pihak-pilak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan
yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan seperti pemberi proyek
( pemerintah daerah maupun swasta ), kontraktor, arsitek. subkontraktor dan
sebagainya. Dukungan dan kerjasama yang baik diantara pihak dalam perjanjian
pemborongan berupa pelaksanaan pembangunan secara merata dari kota hingga
desa dan menciptakan hasil-hasil konstruksi yang baik atau yang berkyalitas yaitu
konstruks: dapat dinikmati dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masvarakar dalam
jangka waktu yang lama,

Untuk menciptakan suatu konstruksi yang berkualitas dibutubkan suatu
kemitraan yang sinergis antara para pihak yang terlibat dituangkan dalam satu
bentuk  perjanjian, artinya  bahwa pelaksanaan  pembangunan ity dapat
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menghasilkan suatu bangunan yang bermutu atau berkualitas, maka para pihak
yang ikut berperan dalam pelaksanaan pembangunan seperti pemberi proyek,
kontraktor, subkontraktor harus dapat mengadakan kerjasama yang baik dan
bertanggung jawab yaitu sesuai dengan aturan-aturan dan tidak menyimpang
kesusilaan. Kerjasama yang bailk dan bertanggungjawab mempunyai maksud
bahwa antara para pihak yang mengadakan kerjasama itu mempunyai hubungan
yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu Kerjasama itu harus dituangkan
kedalam bentuk perjanjian yang didalamnya memuat tentang hak dan kewajiban
para pthak, sehingga para pihak tidak dapat berbuat sewenang-wenang karna
harus dapat mempertanggungjawabkan hak dan kewajibannya yang termuat dalam
perjanjian tersebut. Perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat oleh para
pihak itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu harus terdapat syarat
sahnya perjanjian. Sedangkan isi dari perjanjian itu dapat dibuat bebas sesuai
dengan asas kebebasan berkontrak, tetapi asas ini tidak berlaku apabila perjanjian
yang dibuat adalah perjanjian yang baku atau standar karena isi perjanjian telah
ditentukan oleh peraturan yang ada dan ditentukan oleh salah satu pihak yaitu
pemberi proyek. Kontraktor hanya melaksanakan isi perjanjian tersebut.

Pada umumnya perjanjian tidak terikar kepada suatu bentuk tertentu, dapat
dibuat secara tertulis maupun secara lisan Apabila perjanjian dibuat secara
tertulis, maka peganjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi
persehisihan ( Mariam Darus Badrulzaman, 1994 : 18 ),

Perjanjian yang dibuat harus memenuhi empat syaral, yaitu kata sepakat
kedua belah pihak, cakap untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu. suatu
sebab yang halal, Isi perjanjian itu harus disepakati olch kedua belah pihak agar
tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Penyimpangan
yang dimaksud adalah tidak terpenuhinya prestasi sesuai yang dibarapkan yang
disebut dengan wanprestasi. Wujud deri wanprestasi adalah tidak memenuhi
kewajiban sama sekali, memenuhi tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan,
terlambat memenuhi perjanjian, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak
boleh dilakukan ( Subekti, 1989 ; 45 ).
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Perjanjian yang dibuat oleh para pithak akan mempunyai akibat hukum
yaitu perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang, semua perjanjian
yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, perjanjian
tidak dapat dicabut kembaliselain ada kesepakatan antara kedua belah pihak,
perjanjian harus dibuat atau dilaksanakan dengan itikad yang baik_

Hukum tentang pmborongan pekerjaan berjalan terus sepanjang zaman
mengikuti lajunya perkembangan pembangunan yang sudah pesat dan modemn. Di
Indonesia pembangunan konstruksi berjalan dengan pesat tetapi hukumnya masih
menggunakan sistem hukum yang lama, yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan
menggunakan bentuk perjanjian yang standar ( baku ), yaitu perjanjian yang
isinya ditentukan oleh salah satu pihak sedangkan pthak yang lain hanya
melaksanakan saja.

Perjanjian pemborongan pekerjaan  vang didalamnya terdapat pihak
kontraktor mengikatkan diri kepada pemberi proyek untuk menyelesaikan
pekerjaan proyek dengan harga yang telah ditentukan. Hal ini mengandung arti
bahwa yang melakukan kewajiban hanyalah kontraktor saja, padahal dalam
perkembangan saat ini, pihak kontraktor dan pihak pemberi proyek saling
mengikat diri yaitu masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya
sendin-sendirl, Kewajiban utama kontraktor adalah melaksanakan pekerjaan,
sementara kewajiaban utama pemberi proyek adalah membayar uang barongan
kepada pemberi proyek.

Pihak-pihak yang terlibat didalam perjanjian pemborongan pekerjaan,
antara lain keterlibatan pihak pemberi proyek, kontraktor, arsitek, subkontraktor,
dan pihak-pihak lain yang ikut serta menycbabkan pengaturan hak, kewajiban,
dan hubungan hukum diantara mereka menjadi sulit. Karena pengaturan hukum di
Indonesia sangat minim, maka para pihak harus dapat mengatur sendiri hal-hal
tersebut dalam perjanjian yang bersangkutan.

Sebuah perjanjian konstruksi didalamnya dapat melibatkan perusahaan
Jusa baik 1tu yang berskala kecil, menengah, maupun besar. Perusahaan jasa
konstruksi adalah perusahaan yang membuka layanan Jusa konsultas: perencanaan
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pekerjaan konstrusi, layanan jasa pelaksanaan pemborongan pekerjaan, dan
layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Perusahaan jasa konstruksi akan menunjuk seorang kontraktor sebaga
pelaksana pemborongan pekerjaan. Kontraktor yang berperan penting dalam
pelaksanaan pemborongan pekerjaan harus dapat mempertanggungjawabkan
semua yang telah dilakukan dalam kegiatan konstruksi, misalnya bahan-bahan
yang telah dibeli tetapi tidak memenuhi persyaratan teknis, penyelesaian proyek,
harga borongan, dan schagainya. Kontraktor yang menangam proyek yang banyak
dan besar mempunyai tanggung jawab yang besar pula, tetapi kontraktor yang
tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan lugasnya, maka kontraktor dapat
menunjuk  subkontraktor, vaitu untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas
maupun kewajiban-kewajiban kontraktor. Hal ini memang sudah lazim dilakukan
dan diterima dalam prakiek. Penunjukan subkontraktor ini dilakukan oleh
kontraktor, tetapi terkadang penunjukan subkontraktor mendapat campur tangan
pemberi proyek. Walaupun terdapat campur tangan pemberi proyek tanggung
Jawab tetap berada didalam kontraktor, maksudnya bahwa antara pemberi proyek
dengan subkontraktor tidak terdapat hubungan hukum sehingga subkontraktor
hanya bertanggungjawab kepada kontraktor, bukan bertanggungjawab kepada
pemberi proyek.

Keterlibatan pembert proyek dalam penunjukan subkontraktor sedemikian
Jauh, sehingga dirasa adil juga jika hukum memandang telah terjadi hubungan
hukum terutama antara pemberi proyek dengan subkontraktor, meskipun
hubungan tersebut didalam perjanjiannya tidak disebutkan ( Munir Fuady, 1998 :
185 ),

Kontraktor yang melimpahkan pekerjaan proyeknya kepada subkontraktor
mempunyal alasan-alasan yang yuridis, yaitu bahwa kontraktor tidak mampu
melaksanakan semua pekerjaan proyek yang secharusnya dikerjakan oleh
kontraktor itu sendiri. Karena biasanya kontraktor itu mempunyai lebih dari
proyek bangunan yang dikerjakan, maka kontraktor merasa tidak mampu untuk
menyelesatkan  kewajiban-kewajiban  dan  tugasnya sehingga ditunjuknya
subkontraktor untuk menggantikan tugasnya atau menyelesaikan proyeknya.
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Untuk itu banyak masalah yang di hadapi oleh pemberi proyek
(Bauwheer) dan kontraktor apabila pihak subkontraktor melakuan wanprestasi.
Tindakan subkontraktor yang menyimpang im mengakibatkan kerugian dalam
proyek yang harus ditanggung oleh pihak kontraktor secara langsung dan pihak
pemberi proyek secara tidak langsung. Oleh karena itu pihak kontraktorlah yang
harus bertanggung jawab penuh atas tindakan subkontraktor kepada pemberi
proyek ( Bauwheer ) karena pihak subkontraktor tidak mempunyal hubungan
yundis dengan pihak pemberi proyek ( Bauwheer ), maka pihak subkontraktor
tidak bertanggung jawab kepada pemberi proyek kecuali bila terdapat perjanjian
kontrak antara pemberi proyek dengan subkontraktor. Maka dari itu subkontraktor
harus bertanggung jawab kepada kontraktor sesuai dengan perjanjian dalam
kontrak tersebut.

Masalah yang lebih rumit lagi apabila penunjukkan pihak subkontraktor
tanpa melalui perjanjian tertulis tetapi melalui perjanjian secara lisan atas dasar
kepercayaan saja. Maka kontrakior akan lebih sulit untuk membuktikan
keteledoran subkontraktor dalum menangani proyek yang telah disubkan oleh
kontraktor. Akibat dari semua itu kontarktorlah yang harus bertunggung jawab
atas keseluruhan dari seluruh kerugian yang diderita dalam proyek tersebut.
Sehingga kontraktor harus mempertanggung Jawabkan keadaan dalam proyek
tersebut kepada pemberi proyek ( Bauwheer ),

Apabila pihak kontraktor tidak dapat membayar semua kerugian akibat
dari tindakan subkontraktor dan kontaktor tidak mampu untuk mempertanggung
Jawabkan semua keadaan dalam proyek, maka pihak pemberi proyek ( Bauwheer )
akan memben tindakan tegas, yaitu melakukan pemutusan kontrak dengan
kontraktor. Akibatnya bahwa kontraktor harus meninggalkan lokasi proyek, serah
terima pekerjaan, serah terima dokumen, pembayaran yang masih tersisa dan ganti
rugi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dan ingin membahasnya dalam

suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul * TANGGUNG JAWABR
KONTRAKTOR KEPADA PEMBERI PROYEK ( BAUWHEER ) BILA
SUBKONTRAKTOR MELAKUKAN WANPRESTASI
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penyusun
dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :
l. Bagaimana bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan antara kontraktor
dengan pemberi proyek 7
2, Bagaimanakah tanggung jawab subkontraktor pada kontraktor apabila terjadi
wanprestasi 7
3. Bagaimanakah tanggung jawab kontrakior kepada pemben proyek bila terjadi

wanpresiasi atas nindakan subkontraktor 7

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan ini ada dua yakni tujuan yang bersifat umum dan
tujuan yang bersifat khusus.
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum yang ingin dicapai adalah :
I. Sebagai pemenuhan syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum;

Pt

Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di
bangku prkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat:
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pihak - pihak

yang berminat dalam permasalahan skripsi ini,
1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk — bentuk perjanpan pemborongan
pekerjaan antara pemberi proyek dengan kontraktor:

td

Untuk mengetabui dan menganalisa tanggung jawab subkontrakior pada
kontraktor apabila terjadi wanprestasi.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab kontraktor kepada
pemberi proyek bila terjadi wanprestasi akibat pelaksanaan  perjanjian
pemborongan pekerjaan yang dilakukan oleh subkontraktor.
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1.4 Metodologi
Penggunaan metode sangatlah diperlukan dalam suatu penelitian agar
dapat diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah.
1.4.1 Pendekatan Masalah
Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yuridis
normatif, yaitu mempunyai tujuan untuk mengkaji berbagai perundang-undangan,
peraturan-peraturan yang berlaku dalam praktek dan relevan untuk digunakan
sebagai dasar dalam pembahasan permasalahan.
1.4.2 Sumber Data
Untuk menunjang penyusunan skripsi ini, digunakan data dari berbagai
sumber yang sekiranya dapat memberi gambaran Jelas mengetahui topik yang
dibahas, data — data tersebut ada dua yaitu :
4. Sumber data sekunder.
Sumber data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data; mempelajari
karya tulis ilmiah, artikel, peraturan - peraturan yang berlaku dan buku
literatur yang dapat dijadikan sebagai kajian pustaka yang berkaitan dengan
materi dan permasalahan skripsi ini.
b. Sumber data primer.
Sumber data yang diperoleh secarn langsung dengan cara wawancara,
konsultasi dan informasi tentang masalah — masalah yang menjadi pokok
bahasan,
1.4.3 Pengumpulan Data
Metode pengumpulan dats yang digunakan dalam penyusunan skripst ini
adalah :
a. Studi literatur
Adalah cara pengumpulan data yang didapat dari buku literatur, karya ilmiah
perundang — undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalshan skripsi
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b. Wawancara
Prosedur pengumpulan data yang langsung diperoleh dengan mengadakan
wawancara dengan pihak ~ pihak terkait yang dianggap berkompeten, sesuai
dengan permasalahan yang ada dan dapat dijadikan acuan dalam penyusnan
skrispsi ini.
1.4.4 Analisis Data
Dalam melakukan analisi terhadap data yang diperoleh, penyusun
memakal analisis secara desknptil kualitatif, Analisis tersebut bertujuan untuk
memperoleh  pambaran singkat terhadap suam permasalahan vang tidak
didasarkan angka — angka bilangan statistik melainkan berdasarkan peraturan
perundangan — undang yang berlaku. Proses selanjutnya adalah menarik
kesimpulan secara dedukatif, yaitu menyimpulkan dari hal - hal vang bersifat
umum menuju ke hal - hal yang bersifit khusus. ( Soemitro, 1990 : 139 ),
Berdasarkan hasil pembahasan diharapkan dapat diperoleh gambaran
secara jelas mengenai pokok — pokok permasalahan yang ada dalam sknipsi ini,
vang pada akhimya dapat dijadikan sebagai pelengkap dalam penulisan skripsi
ini.
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[I. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

Perjanjian konstruksi merupakan salah satu jenis kontrak yang
cukup banyak diprakiekkan orang. Mulai dari kontrak sederhana untuk
mendirikan bangunan / rumah kecil, yang biasanya tidak dilakukan dalam
bentuk yang tertulis, sampai pada pembangunan proyek-proyek besar
seperti gedung bertingkat, jalan raya, jembatan, ingasi dan masih banyak
lagi.

Proyek-proyek pembangunan yang diberikan pemberi proyek
kepada  kontraktor harus  dilaksanakan  sesuai dengan perjanjian
pemborongan pekerjaan pekerjaan yang telah disepakati. Adakalanya
kontraktor tidak sanggup untuk melaksanakan perjanjian pemborongan
pekerjaan dalam proyek itu, maka kontraktor dapat menunjuk subkontraktor
baik itu sepengetahuan pemberi proyek maupun tanpa sepengetahuan
pembert proyek, yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan
proyek atau menggantikan tugan dan kewajibannya.

Apabila kontraktor mendapatkan tender / kontrak dani pembernt
proyck maka sebelum adanya ikatan kerja maupun pelaksanan proyek
mestinya ada suatu perjanjian baik ity secara tertulis maupun dibawah
tangan, tetapi untuk menjamin adanya tindakan yang tidak sesuai (
wanprestasi ) maka sebaiknya haruslah perjanjian secara tertulis. Sebab
penjanjian secara tertulis merupakan bukti yang terkuat, Apabila dua orang
telah mengikatkan dini atau membuat suatu perjanjian maka perjanjian itu
berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pthak. Oleh karena itu
masing-masing pihak dituntut untuk dapat mempentanggung jawabkan
semua kegiatan yang dilakukan sesuai dalam perjanjian. Demikian pula
apabila kontraktor mensubkan proyek kepada subkontraktor maka harus ada
peanpannya dan seharusnys perjanjian pemborongan pekerjaan secars
tertuhs, karena kontraktor nantinya yang harus mempertanggung jawabkan

4
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pekerjaan subkontrakior. Sedangkan perjanjian dibawah tangan akan
menyulitkan pembuktian apabila terjadi wanprestasi.

Salah satu kasus yang pernah dialami oleh C.V Wiratama Madiun
dalam hal perjanjian dibawah tangan antara kontraktor dengan
subkontraktor yang kemudian terjadi wanprestasi oleh subkontrakior adalah
. perjanjian pemborongan pekerjaan pekerjaan antara CV. WIRATAMA
dengan Pemerintah Daerah dengan nomor surat perjanjian : 602/ 1047/ 414,
102/ 2000, tanggal 15 Juli 2000, jenis proyek : Rehabilitasi Puskesmas
Sambirejo yang beralokasi di Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan. Adapun
perjanjian pemborongan pekerjaan pekerjaan antara CV WIRATAMA
dengan Pemerintah daerah sebagai berikut -

1. Nama : Ar Sugeng Riadi, S Sos.
Jabatan i Pemimpin proyek Rehabilitasi Puskesmas dana
SPL XIl OECF INP 23 tshun 1999/ 2000
Kabupaten Madiun.
Alamat : Jalan Alun-alun Utara No. 4 Madiun.

Berdasarkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat I
Madiun Nomor : 168. A. Tahun 1999 tanggal 1 oktober 1999
telah ditunjuk sebagai pemimpin proyek Rehabilitasi Puskesmas
dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah daerah, sebagai
pemilik selanjutnya disebut pihak pertama.

2. Nama . Budi Krinandiarti.
Jabatan . Direktris CV WIRATAMA
Alamat - Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan Kabupaten
Madiun.

Berdasarkan akta notaris Wien Martanto, S H. Nomor :© 26
tanggal 30 april 1982 dalam hal ini sesuai dengan ketentuan untuk
dan atas nama CV WIRATAMA dalam hal ini sebagai
kontraktor, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.
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Perjanjian pemborongan pekerjaan pekerjaan kedua belah pihak

berdasarkan

1. Surat penawaran No. : 69/ WR/ VI/ 2000 tanggal 21 juni
2000

2. Surat penetapan pemenang No. © 161 Tahun 2000 tanggal 30
juni 2000

3, Surat penunjukan No, : 602/ 985/ 414.102/ 2000 tanggal 8
juli 2000

4. Surat kesanggupan kerja No. : 74/ WR/ VII/ 2000 tanggal 10
juli 2000,

5. Surat perintah kerja nomor ; 602/ 1000/ 414.102 2000
tanggal 15 juli 2000

Menyatakan telah setuju dan telah sepakat untuk mengikatkan dini

dalam suatu perjanjian pemborongan pekerjaan pekerjaan untuk

melaksanakan pekerjaan proyek Rehabilitasi Puskesmas dengan

ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Berdasarkan surat perjanjian tersebut, maka pihak kedua
( kontraktor ) harus segera melaksanakan pekerjaan proyek yaitu tanpgal 15
Januart 2000 dalam jangka waktu pelaksanaan proyek selama 90 han
terhitung sejak tanggal SPK dengan masa pemeliharaan 30 har, yatu
sampal dengan tanggal 12 oktober 2000 harus sudah dilakukan penyerahan
hasil proyek, yaitu penyerahan Rehabilitasi Puskesmas kepada pemberi
proyek.

Untuk menjamin bahwa kontraktor sanggup untuk melakukan
proyek tersebut maka pthak kontraktor membuat surat kesangpupan kerja,
yailu nomor: 74 [ WR / VI / 2000 tanggal 10 Juli 2000 tetapi pada tanggal
20 Juli 2000 kontraktor mensubkan proyek tersebut kepada subkontraktor

dengan atas permintaan subkontraktor itu sendin. Agus Firmansyah sebagai

subkontraktor datang kepada kontraktor untuk meminta proyek. Karena

masth ada ikatan saudara maka kontraktor membenkan proyek Kepada
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subkontraktor yang seharusnya dikerjakan sendiri oleh kontraktor sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian antara kontraktor dengan subkontraktor tidak hitam diatas
putth melainkan perjanjian secara lisan. Perjanjian bawah tangan itu
dilakukan karena adanya rasa kepercayaan saja, schingga tidak
diperlukannya perjanjian secara tertulis.

Proyek berakhir pada tanggal 12 Oktober 2000 dan harus diserahkan
kepada pemberi proyek. Tetapi pada jatuh tempo subkontrakior belum
menyerahkan proyek kepada kontraktor, baru pada tanggal 15 Desember
2000 subkontraktor menyerahkan proyek kepada kontraktor, Akibat dari
keterlambatan subkontraktor melakukan penyerahan proyek itu maka pihak
kontraktor harus menanggung kerugian. Biaya kerugian itu ditanggung oleh
pihak kontraktor sendiri karena pemberi proyek tidak ada hubungan dengan
subkontraktor. Penunjukan subkontraktor tanpa sepengetahuan pihak
pemberi proyek. Kerugian yang diderita oleh kontraktor adalah untuk
membayar upah pekerja yang dipekerjakan oleh kontraktor Harga
borongan yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 23,782.000.00 menjadi
membengkak menjadi Rp.33.058.980.00. Jumlah kerugian ity telah
ditanggung oleh kontraktor, karena subkontraktor tidak dapat membayar
kerugian yang telah diakibatkannya. Karena pihak kontraktor dalam
mengadakan perjanjian dengan subkontraktor itu dibawah tangan maka
kontraktor tidak dapat membuktikan wanprestasi subkontraktor, oleh karena
ttu kontraktor harus menanggung beban kerugian yang didenta. Sedangkan
pemberi proyek ilu mengalami kerugan perihal waktu atay jangka waktu
penyerahan, sebab rehabilitasi proyek itu seharusnya sudah dapat
dioperasikan dalam masyarakat tetapi akibat keterlambatan ity pihak
pemberi proyek belum dapat memberi ijin pengoperasian puskesmas, Hal
ini juga berakibat bahwa yang dirugikan bukan hanya pihak kontraktor
dengan pemberi proyek saja melainkan masyarakat belum dapat mentkmati
hasil bangunan tersebut, seharusnya dalam satu bulan ity harus sudah
beroperasi dan dapat menghasilkan dana untuk pemasukan pendapatan
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daerah. Oleh Karena itu pemberi proyek meminta pertanggunganjawaban
kepada kontraktor tentang proyek akibat perbuatan wanprestasi
subkontraktor yang telah diangkatnya.

2.2 Dasar Hukum

Adapun landasan-landasan hukum yang melandasi materi dalam
skripsi ini adalah;
1. Kitab Undang — Undang Hukum Perdata

a. Pasal 1238 tentang wanprestasi

* 51 berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan
akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri,
ialah jika 1a menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai
dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.”

b. Pasal 1313

“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirmya terhadap satu orang lain atau lebih.”

¢. Pasal 1320

* Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
| Sepakat mereka yang megikatkan dirinya;
2, kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. suatu hal tertentu;
4. suafu sebab yang halal;”

d, Pasal 1338

" Semua perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai
undang —undang bagi mereka yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat
kedua belah pihak, atau karena alasan — alasan yang oleh undang —
undang dinyatakan cukup untuk itu.
Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik ”

¢ Pasal 1601 b
* Perjanjian pemborongan peketjaan adalah perjanjian dengan mana
pihak yang sat, si pemborong, mengikatkan dirinya untuk
menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang
memborongkan, dengan menerima suatu harga vang ditentukan ”

[ Pasal 1604 — 1617 tentang perjanjian pemborongan pekerjaan.
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2. Undang — undang R1 nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi
a. Pasal 1 angka 5
Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang
mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa
dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.”

b. pasal 11 ayat | tentang tanggungjawab pemborong dalam hal hasil
pekerjaan boronan yang dikerjakan,

¢. Pasal 22 ayat 2, tentang isi dan kontrak kerja konstruksi,
3. Peraturan Pemerintah R1 nomor 29 tahun 2000, tentang penyelenggaraan
Jjasa konstruksi.
. Pasal 15-16, tentang hak dan kewajiban pemberi proyek
b. Pasal 17-18, tentang hak dan kewajiban pemborong,
¢. Pasal 40-43, tentang tanggungjawab pemborong.
d. Pasal 45, tentang tanggungawab pemberi proyek.
4 Keputusan Presiden Rl nomor 18 tahun 2000 tentang pelaksanaan
pengadaan barang / jasa instansi pemerintah,
Pasal 30, tentang hak dan tanggungjawab para pihak didalam

pelaksanaan pemborongan pekerjaan,

2.3 Kerangka Teori
2.3.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian secara umum diatas dalam pasal 1313 KUH
Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih menetapkan dirinya terhadap satu orang
atau lebih. Ketentuan pasal 1313 itu terlalu luas, karena itulah Abdul Kadir
Muhammad merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian
adalah suatu persetujuan dengan dua crang atau lebih saling mengikatkan
dirinya untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan
{ Abdul Kadir Muhammad, 1990 : 78 ).

Menurut Subekti, Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara
dua orang atau dua pihak, Berdasarkan mana pihak yang satu berhak untuk
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menuntul suaty hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban
untuk memenuhi tuntutan itu, ( Subekti, 1979 - | )

Menurut K.RM.T. Tirtodiningrat, yang dimaksudkan dengan
perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan kata sepakat diantara dua
orang atau lebih untuk menimbulkan akibat — akibat hukum yang
diperkenankan oleh Undang — undang. ( 1966 : 83 ).

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, Bahwa perjanjian adalah suatu
perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak,
dalam hal pihak yang satu berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan
sualu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak
menuntut pelaksanaan janji itu. ( 1981 ; 8 ),

Dalam perjanjian yang diatur dalam pasal 1230 KUH Perdata bahwa
suatu perjanjian itu mempunyai empat syarat :

|. adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat perjanjian;

3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal;

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang — undang
bagi mercka yang membuatnya. Persetujuan — persetujuan itu tidak dapat
ditarik kembali, selain kesepakatan antara kedua belah pthak atau karena
alasan — alasan yang oleh Undang - undang dinyatakan cukup untuk itu.
Persetujuan — persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini
sesual dengan pasal 1338 KUH Perdata.

Perjanjian yang tidak dibuat seperti yang diatur dalam pasal 1320
KUH Perdata tersebut diatas, tidak akan diakui oleh hukum, walaupun
pihak — pihak yang membuat mengakuinya Perjanjian itu hanya berlaku
ketika pihak — pihak yang membuat perjanjian itu tidak mengakui atau
mematuhinya lagi maka hakim akan membatalkan atau menyatakan bahwa
perjanjian itu batal ( Abdul Kadir Muhammad, 1990 : 82 ).
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2.3.2 Pengertian Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Perjanjian pemborongan pekerjaan menurut pasal 1601 b KUH
Perdata, adalah perjanjian dengan mana pihak satu, ( si kontraktor ),
mengikatkan diri untuk menyelenggarkan suatu pekerjaan bagi pihak yang
lain, ( pthak yang memborongkan ), dengan menerima suatu harga yang
ditentukan,

Menurut Djumiald)i, bahwa pengertian perjanjian pemborongan
pekerjaan disini kurang tepat, yang benar adalah suatu persetujuan dengan
mana pihak yang satu, si kontraktor, mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain, vang
memborongkan, mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang
ditentukan. ( 1996 : 4 ). Djumialdji kurang membenarkan pengertian
perjanjian pemborongan pekerjaan pada pasal 1601 b KUH Perdata karena
menganggap bahwa perjanjian itu hanya sepihak saja, si kontraktor hanya
mempunyai kewajiban dan yang memborongkan hanya mempunyai hak
saja, Padahal dalam suatu perjanjian itu harus ada hubungan timbal balik
dimana terdapat antara hak dan kewajiban,

Adapun pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan menurut
pasal 1604 KUH Perdata, yaitu
“Dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan dapat ditetapkan dalam
persetjuan bahwa si pemborong hanya akan melakukan pekerjaan saja atau
bahwa ia juga akan memberikan bahannya” Sedangkan pengertian
pegjanjian pemborongan pekerjaan menurut pasal 1 angka 5 UU Nomor 18
Tahun 1999 tentang jasa konstruksi adalah “kontrak kerja konstruksi adalah
Keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna
Jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

a. Bentuk dan isi perjanjian pemborongan pekerjaan,

Bentuk — bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dibuat
dalam bentuk kontrak standart yaitu dibuat diatas lembar kertas vang
didalamnya terdapat klausula-klausula yang mengatur tentang hak dan
kewajiban pars pihak yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan
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9.

10,

penyelesaaian perselisthan, yang memuat tentang ketentuan tata cara
penyelesaian perselisihan akibat ketidak sepakatan.

pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan pemutusan
kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya
kewajiban salah satu pihak

keadaan memaksa, didalamnya memuat kejadian yang tumbul diluar
kemampuan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian
bagi pihak yang lain.

. kegagalan bangunan, terdapat kewajiban penyedia jasa dan atau

pengguna jasa atas kegagalan bangunan

. perhindungan pekerja
. aspek hngkungan

Sedangkan isi perjanjian perjanjian pemborongan pekerjaan

pekerjaan pekerjaan  amtara C.V. Wiratama Madiun dengan pemerintah

daerah ( kabupaten Madiun ), antara lain

I
2
3,
+
|
6.

9.
10
11

]“b

s

13

15,

para pihak

. Tumusan pekerjaan

Dasar melaksanakan pekerjaan
Penyerahan lapangan

Direksi/ pengawas pekerjaan
Bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan dalam peluksanaan
pekerjaan

Tenaga kerja dan upah

Pelaksanaan pekerjaan pihak kedua
Jangka waktu pelaksanaan

Keadaan memaksa

Masa pemeliharaan

Harga borongan

. Cara pembayaran

Kenakan harga

Pekerjaan tambah kurang
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melakukan tanda (angan atau disaksikan notaris atau pejabat yang
berwenang, dan dalam bentuk yang lisan vaitu perjanjian itu dilakukan
dengan cara tidak ditulis diatas kertas melainkan berbicara antara satu pihak
dengan pihak yang lainnya untuk mengadakan kesepakatan, atau perjanjian
itu dilakukan dengan tertulis tetapi tidak disaksikan oleh pejabat yang
berwenang atau notaris, yang berarti perjanjian itu yang mengetahui hanya

Kedua belah pihak Perjanjian yang dibuat dengan pemenntah biasanya

dibuat dalam bentuk formulir tertentu yang isinya ditentukan oleh salah satu

pthak saja dimana pihak yang lain hanya melaksanakan isi perjanjian saja,
perjanjian semacam itu disebut dengan perjanjian standar (bakn )

Perjanjian pemborongan pekerjaan didalam memuat, seperti dalam
pasal 22 ayat 2 undang - undang nomor 18 tahun 1999 lentang jasa
konstruksi, yaitu
| para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak
2. rumusan pekerjaan, yang memual uraian yang jelas dan rinci tentang

lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan |

3. masa pertanggungan dan atau masa pemeliharaan, yang memuat tentang
Jangka waktu pertanggungan dan atau pemeliharaan yang menjadi
tanggung jawab penyedia jasa.

4. tenaga ahli yang memuat ketentuan tentang jumlah klasifikasi dan
kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

5. hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh
hasil pekerjaan  konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi
ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh
informasi dari imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjnan
konstruksi.

6. cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna
Jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaaan konstruksi

7. adera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal
salah satu pihak tidak melakukan kewajiban salah satu dalam perjanjian.
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11.

12.
13.
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penyelesaaian perselisihan, yang memuat tentang ketentuan tata cara
penyelesaian perselisihan akibat ketidak sepakatan.
pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan pemutusan
kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya
kewajiban salah satu pihak.
keadaan memaksa, didalamnya memuat kejadian yang timbul diluar
kemampuan dan kemampuan para pihak, vang menimbulkan kerugian
bagi pihak yang lain.
kegagalan bangunan, terdapat kewajiban penyedia jasa dan atau
pengguna jasa atas kegagalan bangunan
perlindungan pekerja
aspek lingkungan.

Sedangkan isi perjanjian perjanjian pemborongan pekerjaan

pekerjaan pekerjaan  antara C.V. Wiratama Madiun dengan pemenntah

daerah ( kabupaten Madiun ), antara lain -

o b B L b

=

para pihak

rumusan pekerjaan

Dasar melaksanakan pekerjaan

Penyerahan lapangan

Direksi/ pengawas pekerjaan

Bahan-bahan dan alat-alat yang diperiukan dalam pelaksanaan
pekerjamn

Tenaga kerja dan upah

Pelaksanaan pekerjaan pihak kedua

jangka waktu pelaksanaan

. Keadaan memaksa
. Masa pemeliharaan
. Harga borongan

. Cara pembayaran
4. Kenaikan harga

Pekerjaan tambah kurang
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16. Pengamanan tempat kerja dan tenaga kerja

I7. Laporan dari kegiatan pekerjaan kemajuan pekerjaan dan hasil
pekerjaan

18. sanksi dan denda

19. resiko

20. penyelesaian perselisihan

2|. pemutusan pejanjian

22. Bea materai dan pajak

23, Tempat kedudukan.

Isi perjanjian tersebut diatas sudah ditentukan oleh pihak pembeni
proyek (Pemerintah Daersh) Karena perjanjian yang dilakukan antara
kontraktor dengan pemberi proyck adalah perjanjian standar (baku) dan
dalam bentuk yang tertulis.( Sumber data olahan CV. Wiratama )

b. Sifat dan berakhirnya perjanjian pemborongan pekerjaan.
Pegjanjian  pemborongan pekerjaan mempunyai  sifat  yang
konsesuil artinya bahwa perjanjian borongan itu ada ketika diperoleh kata
sepakat dalam hal pembuatan suatu karya dan menyambut dengan harga
atau nilar dan kontraktor.
Berakhirnya perjanjian borongan yang diarur dalam KUHPerdata,
adalah;
Perjanjian pemborongan pekerjaan dapat berakhir apabila :
I. pekerjaan telah selesai
2. pembatalan perjanjian pemborongan pekerjaan ( pasal 1611 KUH
Perdata )
Kematian kontraktor ( pasal 1612 )
Kontraktor mengalami kepailitan

pemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan adanya wanprestasi;

adanya persetujuan kedua belah pihak bahwa perjanjian pemborongan
pekerjaannya berakhir.
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Menurut pasal 33, keputuan Presiden Rl Nomor 18 tahun 2000,
bahwa :

“penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal — hal diluar kekuasaan
kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban vang ditentukan dalam
kontrakyang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, perang
saudara, sepanjang kejadian — kejadian tersebut berkaitan dengan Negara
Kesatuan RI, kekacauan dan huru — hara serta bencana alam yang
dinyatakan resmi oleh pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam
dokumen kontrak,

Menurut perjanjian antara CV Wiratama dengan Pemda bahwa
perjanjian berakhir apabila terjadi keadaan memaksa,yang bukan datang
dari kesalahan kedua pihak, terjadinya wanprestasi salah satu pihak,
terjadinya pemutusan sepihak oleh pihak pemberi proyek akibat dari
kontraktor yang wanprestasi. ( Sumber data olahan CV Wiratama ),

23.3 Hak dan Kewajiban pemberi proyek dan kontraktor dalam
pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan.

Dalam perkembangan saat ini, baik pihak kontraktor maupun pihak
pemberi proyek saling mengikatkan diri, dengan masing — masing
mempunyai hak dan kewajibannya sendiri — sendiri. Kewajiban utama dari
pihak pemborong adalah melaksanakan pekerjaan sedangkan kewajiban
pemberi proyek adalah membayar uang hasil pemborongan pekerjaan,

Kewajiban — kewajiban yang harus dilakukan oleh pemberi proyek
adalah: sesuai dengan pasal 15 Peraturan Pemerintah R1 No. 29 tahun 2000
tentang penyelenggaraan jasa konstruksi,

a. mengumumkan secara luas melalui media massa dan papan
pengumuman

b. menerbitkan dokwmen pelelangan umum, pelelangan terbatas, dan
pemilihan langsung secara lengkap, jelas dan benar.

¢. mengundang semua penyedia jasa yang lulus pra kualifikasi untuk
memasukkan penawaran.

d. menerbitkan dokumen penunjukan langsung secara lengkap, jelas dan
benar,
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memberikan penjelasan tentang pekerjaan dan mengadakan peninjauan
lapangan.

memberikan tanggapan terhadap sanggahan dari penyedia jasa
menetapkan penyedia jasa dalam batas waktu yang ditentukan dalam
dokumen lelang.

mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah,
sedangkan bagi penyedia jasa vang menang mengikuti ketentuan yang
diatur dalam dokumen pelelangan.

menunjukkan bukti kemampuan membayar

menanda tangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang
ditentukan dalam dokumen lelang;

mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk penyiapan
pelelangan apabila pemberi proyek membatalkan pemilihan penyedia
Jasa

memberi penjelasan tentang resiko keadaan.

Adapun selain kewajiban — kewajiban itu terdapat hak — hak pemberi
proyek, adalah sesuai pasal 16 PP No. 29 tahun 2000

memungut biaya pengadaaan dokumen pelelangan umum, terbatas dari
kontraktor;

mencairkan jaminan penawaran;

- menolak seluruh penawaran apabila dipandung selurub penawaran tidak

menghasilkan kompetisi yang efektif

Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan CV Wiratama dengan

Pemerintah Daerah menentukan hak dan kewajiban pemberi proyek, antara

lain

Hak-hak yang ada pada pemberi proyek,adalah

berhak untuk menunjuk kontraktor yang disnggap mampu untuk
melaksanakan pemborongan pekerjaan;
berhak untuk menunjuk kontraktor pengganti apabila kontraktor utama
tidak dapat menjalankan kewajibannya;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lad

berhak untuk menolak bahan-bahan dan alat-alat yang disediakan oleh

kontraktor, jika kualitasnya tidak memenuhi standar;

berhak untuk menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan

memaksa;

berhak meminta penjelasan dan catatan-catatan yang Jjelas mengenai

kemajuan pekerjaan proyek pada kontraktor;

berhak untuk meminta hasil pemborongan pekerjaan tepat pada

wakiunya;

berhak untuk menolak penunjukan subkontraktor oleh kontrakior yang

merasa tidak mampu melak sanakan pemborongan pekerjaan;

berhak untuk memutuskan perjanjian secara sepihak  dengan

pemberitahuan secara tertulis,sebanyak tiga kal berturut-turut kepada

kontraktor,dalam hal :

a  dalam satu bulan terhitung tanggal surat perjanjian tidak atau belum
memulai melaksanakan pekerjaan:

b. dalam satu bulan berturut-turut tidak melanjutkan pemborongan
pekerjaan yang dimulainya;

C. secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja
memmperlambat penyelesaian pemborongan pekerjaan:

d. memberikan keterangan yang tidak benar yang merugikan pembeni
proyek;

e. pemborongan pekerjaan dilaksanakan oleh kontraktor tidak sesuai
Jjadwal waktu pelaksanaan yang dibuat dalam perjanjian.

f. berhak untuk menunjuk pihak pengawas unfuk mengawasi
pemborongan pekerjaan .

Kewajiban pemberi proyek, adalah:

(i}

menyediakan bagi kontraktor jalan masuk, penggunasn lahan dan
bangunan yang dinyatakan dalam gambar dan dokumen dalam kontrak;
membayar kontraktor sebesar nilai kontrak atas pelaksanaan,
penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran
serta harga tetap yang tertera dalam gambar dan RKS termasuk
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perubahannya pada waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam
kontrak:

wajib untuk membuat berita acara penyerahan apabila pekerjaan telah
selesai;

. wajib menanggung biaya pembayaran yang dibebankan kepada pemberi

proyek;

5. wajib meminta hasil pemborongan pekerjaan;

wajib untuk menanggung biaya kerugian hasil pemborongan pekerjaan
akibat diluar kemampuan kontraktor. ( Sumber olahan data CV
Wiratama ).

Selain kewajiban dan hak pemberi proyek, juga terdapat hak dan

kewajiban pemborong, yaitu sesuai Peraturan Pemerintah no 29 tahun 2000.

Kewajiban — kewajiban yang ada pada kontraktor, vaitu : (sesuai

pasal 17)

a.

menyusun dokumen penawaran yang memual rencana dan metode
kerja, rencana usulan biaya, tenaga terampil dan tenaga ahli, rencana
dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja, dan peralatan:
menyerahkan jaminan penawaran;

menanda tangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang
ditentukan dalam dokumen lelang;

wajib menentukan umur konstruksi yang dikerjakan. ( pasal 40 ayat 1),
wajib melaporkan adanya kegagalan bangunan kepada pemberi proyek.
{ pasal 45 ayat 1 ).

Sedangkan hak — hak kontraktor adalah : ( pasal 18 ).

ol

memperoleh penjelasan pekerjaan ;

2. melakukan peninjauan lapangan;
3.
4
5

mengajukan sanggahan terhadap hasil pengumuman lelang;

. menarik jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah:
. mendapat ganti rugi apabila terjadi pembatalan pemilihan jasa vang

tidak sesuai dengan ketentuan dokumen lelang;
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6. berhak untuk menerima uang muka dari pemberi proyek yang besarnya

telah ditetapkan dalam dokumen. ( pasal 30 ayat 2 ).
Hak dan kewajiban kontraktor dan pemberi proyek dalam pasal 23

ayat | huruf e Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 2000 :

Hak pemberi proyek :

a. mengubah isi kontrak kerja tanpa mengubah lingkup kerja konstruksi
yang telah disepakati dengan kontraktor;

b. Menghentikan pekerjaan sementara, apabila kontrakior wanprestasi dan
menghentikan pekerjaan secara permanen,

¢. Menolak usulan perubahan isi sebagian kontrak dari kontraktor;

d. Menolak bahan dan hasil pekerjaan yang tidak memenuhi teknis;

€. Mengganti tenaga kontraktor;

f.  Menolak penunjukkan subkontraktor oleh kontraktor,

Kewajiban pemben proyek adalah

menyerahkan saran kerja kepada kontraktor;

memberikan bukti kemampuan membayar biaya pelaksanaan kontrak:

menerima bahan dan hasil pekerjaan yang telah memenuhi syarat teknis;

memberikan imbalan atas prestasi lebih;

membayar tepat waktu dan tepat jumlahnya;

melaksanakan pengawasan;

L T T e R o A

menjaga kerahasiaan dokumen.

Sedangkan hak dan kewajiban kontraktor antara lain

a. Hak kontraktor, antara lain

1. mengajukan usul perubahan sebagian isi kontrak;

2. mendapat imbalan;

3, menghentikan pekerjaan sementara atau permanen apabila pemberi
proyek tidak memenuhi kewajiban;

4. menolak usulan perubahan isi kontrak dari pemberi proyek:

5. menunjuk subkontraktor.

b. Kewajiban kontraktor :

1. memperhitungkan resiko pelaksanaan;
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memenuhi ketentuan pertanggungan.
Apabila dalam proyek itu ditunjuk seseorang subkontraktor maka

subkontraktor it wajib untuk mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan
perjanjiannya dengan kontraktor, Sedangkan subkontraktor berhak untuk
meminta harga borongan kepada kontraktor,

Hak-hak dan kewajiban yang ada pada konwraktor dalam perjanjian

pemborongan pekerjaan antara CV Wiratama dengan Pemerintah Daerah,
antara lain :

Hak-hak kontraktor, adalah:

a.

berhak untuk menunjuk pemimpin pelaksana / tenaga ahli untuk
mewakili pihak kontraktor;

berhak untuk menentukan harga borongan;

berhak untuk perhitungan biaya tambah kurang menurut harga satuan
pekerjaan yang dimasukkan olek kontraktor kepada pemberi proyek
pada waktu pelelangan pekerjaan.

Kewajiban-kewajiban kontraktor, adalah :

1

harus melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan sesuai
dengan kontrak yang telah disepakati;

. harus menyediakan bahan-bahan, alat-alat dan segala sesuatu yang

diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan;

wajib membuat tempat atau gudang yang baik untuk menyimpan bahan-
bahan dan alat-alat tersebut guna melancarkan pekerjaan;

wajib menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlah, keahliannya dan
ketrampilannya;

wajib menanggung biaya dan upah untuk melaksanakan pemborongan
pekerjaan,

wajib menyelenggarakan program asuransi sosial tenaga kerja sesuai
dengan ketentuan pemerintah yang berlaku;

harus memberitahukan keadaan memaksa kepada pemberi proyek

wajib menyelesaikan / menyerahkan pekerjaan sesuai jangka waktu
dalam kontrak:
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9. semua biaya yang dikelurkan dalam masa pemeliharaan ditanggung
oleh kontraktor:

10. kenaikan harga-harga, alat-alat, dan upah selama masa pelaksanaan
pemborongan pekerjaan ditanggung oleh kontraktor;

11. wajib memberikan pertolongan kepada korban-korban dan segala biaya
yang dikeluarkan sebagai akibat kecelakaan,

12. wajib menyediakan tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan dan
ketertiban, dalam hal tenaga kerjanya tinggal dilokasi proyek;

13. wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan ;

14. wajib membuat catatan yang jelas tentang kemajuan pemborongan
pekerjaan yang telah dilaksanakan;

15. wajib membuat dan menyerahkan kepada pemberi proyek fakta-fakta,
dokumentasi yang dimasukkan dalam album proyek tentang
pelaksanaan, perkembangan, kegiatan hasil kerja sampai dengan selesai:

16. wajib membayar denda keterlambatan atau wajib membayar ganti
kerugian. ( Sumber data olahan CV. Wiratama ).

2.3.4 Tanggung jawab subkontraktor dan komtraktor pada pemberi
proyek dalam perjanjian pemborongan pekerjaan.

Kontraktor dapat mengangkat satu atau lebih subkontraktor yang
hakikatnya akan membantu kontraktor untuk menyelesaikan proyek. Secara
legal, hubungan hukum subkontraktor hanya dengan kontraktor, tidak ada
hubungan hukum antara pemberi proyek demgan subkontraktor, Hal ini
membawa konsekuensi yuridis terhadap hak dan tanggung jawab masing-
masing pihak. Dimana kontraktor hanya bertanggungjawab kepada pemberi
proyek, dan subkontraktor bertanggung jawab kepada kontraktor tidak
kepada pemberi proyek. Karena keduanya tidak mempunyai hubungan
hukum.

Tanggung jaw_qlb kontraktor menurut pasal 1606 KUH Perdata,
bahwa kontraktor melakukan pekerjaan dan pekerjannya itu musnah karena

kelalaian si kontraktor maka yang bertanggung jawab adalah kontraktor.
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Sedangkan pasal 1607 KUHPerdata, apabila kelalaian itu dilakukan oleh
pemberi proyek akibat dari bahan-bahan yang diberikan itu cacad atau
musnah maka yang bertanggung jawab adalah pemberi proyek.

Tanggung jawab kontraktor bila menurut PP No. 29 tahun 2000,

adalah: (pasal 40-44),

4, apabila teadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan
kontraktor, maka kontraktor hanya bertanggung jawab sebatas hasil
perencanaan yang belum / tidak diubah,

b. Masa pemeliharaan selama 10 tahun merupakan tanggung jawab
kontraktor

¢. Kontraktor bertanggung jawab pada kegagalan bangunan yang
dikerjakan oleh subkontraktor.

Tanggung jawab pemberi proyek, menurut pasal 45, adalah:

Apabila terjadi kegagalan bangunan akibat dari kesalahan pemberi

proyek misalnya dalam penyediaan bahan yang cacat.

Dalam keputusan presiden Rl no 18 tahun 2000, pasal 30 ayat 2,

menyatakan bahwa:

“Penyedia jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian atau
seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontraktorkan kepada pihak

lain dengan cara alasan apapun kecuali disubkontraktorkan kepada
penyedia barang / jasa.”

Adapun tanggungjawab yang ada pada kedua pihak dalam
perjanjian pemborongan pekerjaan antara CV Wiratama dengan Pemerintah
Daerah, antara lain :

Tanggungjawab pemberi proyek ( Pemerintah Daerah ), adalah :

1. jika hasil pemborongan pekerjaan sebagian atau seluruhnya musnah
disebabkan karena berubahnya penggunaan / fungsi, maka segala
kerugian yang timbul ditanggung oleh pemberi proyek;

2. jika pemberi proyek yang menyediakan bahan-bahan yang tidak
mempunyai kualitas bagus, maka apabila hasil bangunan itu tidak
bertahan dalam jangka waktu vyang ditentukan merupakan
tanggungjawab pemberi proyek.
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Tangpungjawab kontraktor, adalah -

a.

=

m.

penyediaan bahan-bahan, alat-alat, yang tidak standar menyebabkan
kemusnahan dan kerusakan bangunan:

mempertanggungjawabkan  perbuatan  orang-orang yang  telah
dipekerjakannya,

bertanggungjawab atas keamanan tempat kerja, tenaga kerja, pudang,
alat-alat, bahan bangunan selama pekerjaan berlangsug;
bertanggungjawab atas sarana untuk menjaga kselamatan para tenaga
kerja;

sepala biaya yang dikeluarkan sebagai akbat dari kecelakaan yang
menjadi beban kontraktor:

bertanggungjawab atas kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat. dan upah
selama pelaksanaan pemborongan pekerjaan;

semua biaya yang dikeluarkan pada masa pemeliharaan;
bertanggungjawab atas hasil pekerjaan kepada pemberi proyek,
bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul akibat
musnahnya hasil pekerjaan dengan cara apapun sebelum diserahkan
kepada pihak pemberi proyek, kecuali pemberi proyek telah lalai untuk
menerima hasil pekerjaan tersebut:

Jika hasil pemborongan pekerjaan selurubnya atau sebagian musnah
disebubkan cacat tersembunyi dalam struktumya atau disebabkan oleh
retaknya tanah, maka kontraktor bertanggung jawab selama sepulub
tahun terhitung saat tanggal penyerahan hasil pekerjaan kepada pemberi
proyek,

Jangka waktu pelaksanaan pemborongan pekerjaan macet yang
diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan dan
alat-alat karena semata-mata kesalahan kontraktor:

segala persoalan adan tuntutan para tenaga kerja;

kontraktor melakukan kerugian bagi pihak lain dalam masa pelak sanaan

pemborongan pekerjaan. ( Sumber data olahan CV. Wiratama ).
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2.3.5 Prinsip-prinsip hukum perjanjian pemborongan pekerjaan.

Hukum perjanjian pemborongan pekerjaan tidak banyak diatur
dalam KUH perdata, yaitu hanya 14 pasal saja, mulai 1604-1617 KUH
perdata. Dalam KUH perdata yang mengatur tentang hukum perjanjian
pemborongan pekerjaan, maka terdapat prinsip-prinsip yuridis mengenai
penjanjian pemborongan pekerjaan , adalah:

a. Prinsip korelasi antara tanggung jawab para pihak dengan kesalahan
penyediaan bahan bangunan,

Prinsip 1ni mengatakan bahwa tanggung jawab masing-masing pihak
disangkutkan dengan kesalahan para pihak dan pihak mana yang
menyediakan bangunan,

Prinsip ini sesuai dengan pasal 1606-pasal 1607 KUH Perdata, bahwa
dalam suatu perjanjian pemborongan pekerjaan, apabila kesalahan
dilakukan oleh kontraktor akibat dari penyediaan barang yang cacat dan
pekerjaannya musnah dan kesalahan ini bukan berasal dari pemberi
proyek maka yang bertanggung jawab adalah kontraktor. Tetapi apabila
yang menyediakan bahan itu merupakan kewajiban pemberi provek dan
kontraktor hanya memberikan kewajiban dalam hal pekerjaannya saja,
maka apabila kontraktor melakukan kesalahan yaitu pekerjaannya
musnah sebelum diserahkan, maka yang bertanggung jawab adalah
pemberi proyek tetapi kontraktor tidak berhak untuk menerima harga
borongan.

d. Prinsip ketegasan tanggung jawab kontraktor Jika bangunan musnah
karena cacat dalam penyusunan atau faktor tidak ditopang oleh
kesanggupan tanah. Menurut prinsip ini, terhadap suatu pembangunan
gedung pihak kontraktor mesti bertanggung jawab secara hukum atas
pekerjaannya. Jika kemudian bangunannya musnah asal memenuhi
syarat — syarat sebagai berikut:

I. yang diborongkan adalah pembangunan gedung

2. pekerjaan diborongkan untuk suatu harga tertentu
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3. tanggung jawab pihak kontraktor sampai dengan jangka waktu 10
tahun
4. musnahnya barang tersebut disebabkan karena -
a. cacat dalam penyusunannya
b. tanah tidak sanggup menahan gedung.
¢. Prinsip larangan perubahan harga kontrak
Maksudnya adalah pihak kontraktor tidak boleh mengubah kontrak
secara septhak dengan cara menaikkan harga borongan, dengan alazsan
telah terjadi:
1. kenaikan upah buruh
2. kenaikan harga bahan — bahan bangunan
3. perubahan dan tambahan - tambahan yang tidak termasuk dalam
rencana tersebut,
d. Prinsip kebebasan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pihak
pemberi proyek.
Pihak pemberi proyek bebas untuk memutuskan kontrak secara sepihak
ditengah perjanjian pemborongan pekerjaan belum berakhir, walaupun
tanpa ada kesalahan kontraktor, asalkan pemberi proyek mengganti
kerugian yang dikeluarkan kontraktor dari pekerjaan tersebut. Prinsip
ini menyimpang dari prinsip hukum kontrak vaitu pada pasal 1266
KUH Perdata, bahwa pemutusan kontrak ditengah jalan harus disetujui
kedua belah pihak atan dengan keputusan pengadilan, kecuali
ditentukan lain dalam kontrak yang bersangkutan. Pada prinsip
pemutusan kontrak dilakukan sepihak oleh pihak pemberi proyek saja,
tidak pada kontraktor karena apabila konstruksi yang diberikan pemberi
proyek lebih besar akan terbengkalai dan konstruksi akan mengalami
masalah.
€. Prinsip kontrak yang melekat dengan pihak kontraktor.
Prinsip ini menentukan bahwa snatu perjanjian pemborongan pekerjaan
akan berakhir dengan meninggalnya pihak kontraktor. Dan kewajiban
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pihak tidak diteruskan kepada ahli waris, tetapi ahli warisnya tetap
mempunyai hak atas harga borongan yang telah dikerjakan.

Prinsip tanggung jawab pengganti.

Maksudnya adalah suatu tanggung jawab dari atasan atas tindakan —
tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh bawaharmya terhadap
pihak ketiga ketika menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya oleh
atasannya itu. Prinsip ini terdapat dalam pasal 1613 KUH Perdata,
bahwa pihak kontraktor secara hukum mesti bertanggung jawab atas
tindakan — tindakan dari orang — orang yang dipekerjakan olehnya.
Prinsip eksistensi hubungan kontraktual.

Maksudnya adalah pihak kontraktor bertanggung jawab atas tindakan
pekerja kepada pihak ketiga, selain itu kontraktor jupa harus
mempertanggung jawabkan tindakan pekerja dengan pemberi proyek.
Hal ini dikarenakan pihak pemberi proyek tidak mempunyai hubungan
kontraktual dengan pihak pekerja tersebut, yang mempunyai hubungan
kontrak adalah kontraktor, ( Pasal 1613 — 1615 KUH Perdata ).

Prinsip Hak retensi

Sesuai dengan pasal 1616 KUH Perdata, bahwa jika para pekerja
menguasal sesuatu barang kepunyaan orang lain untuk membuat sesnatu
pekerjaan atas barang tersebut, maka kepada pekerja tersebut diberikan
hak retensi. Maksudnya adalah bahwa para pekerja tersebut mempunyai
hak untuk menahan barang milik orang lain yang dalam kekuasaannya,
selama ongkos pembuatan pekerjaan atas barang tersebut belum dibayar
lunas. Berdasarkan teori ini berarti pihak subkontraktor dapat menahan
barang yang telah dibuatnya beserta properti miliknya Pihak pemberi
proyek dan barang tersebut dapat dijadikan jaminan hutang atas upah

pembuatan barang itu,

2.3.6 Pemutusan Kontrak

Tindakan pemutusan kontrak merupakan akibat dan ketidak

terlaksanaan suatu kontrak kontruksi, Tindakan pemutusan ini merupakan
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hal yang sangat ditakuti kedua belah pihak, Untuk itu dilakukan dua hal
untuk memperkecil resiko adanya pemutusan kontrak, adalah -
4. Tindakan preventif
Merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindakan
pemutusan kontrak, antara lain
1. mengenal sejauh mana reputasi pihak lain dalam kontrak tersebut
2. melihat sejauh mana kemampuan pihak lain tersebut
3. menganalisis tingkat keseriusan pihak tersebut
4. pemberi proyek, berusah mencari alternatif terbaik diantara beberapa
kandidat kontraktor
5, penjajakan antara kedua belah pihak.
b. Tindakan Kuratif
Tindakan ini dilakukan apabila tindakan preventif tidak bisa untuk
mencegah, maka tindakan pemutusan kontrak akan tetap terjadi, tetapi
diatur di dalam suatu kontrak agar pihak yang memutuskan kontrak
tersebut atau pihak yang diputuskan tidak sampai dirugikan, sehingga
apabila ada yang dirugikan maka pihak yang merugikan itu dapat
bertanggung jawab yaitu ganti rugi.

Dalam prinsip hukum yang umum, bahwa siapa yang menyebabkan
kerugian bagi orang lain, maka dia harus bertanggung jawab terhadap
segala akibamya, kecuali apabila perbuatan pemutusannya itu dapal
dibenarkan oleh kontrak yang bersangkutan atau oleh peraturan perundang
—undangan yang berlaku.

Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak pemberi proyek
maupun pihak kontraktor.

1. pemutusan kontrak oleh pemberi proyek.
Apabila pihak pemberi proyek yang memberikan pemutusan kontrak,
maka biasanya yang menjadi dasar hukum untuk dapat memutuskan
kontrak, adalah :
a. kegagalan kontraktor untuk mengerjakan tugasnya.
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Ada dua hal cara yang ditempuh untuk pemutusan kontrak dalam hal
ini :

. Kontrak dapat dilakukan langsung oleh pemberi proyek denpan

alasan jatuh pailit.
2. kontrak dapat diputuskan setelah ada dua kali peringatan dan dalam
bentuk yang tertulis.

b. Pelanggaran pembatasan pengalihan kontrak / sub kontrak.
Apabila pengalihan kontrak yang dilakukan oleh kontraktor kepada
subkontraktor dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan
kontrak, maka pihak pemberi proyek dapat melakukan tindakan
pemutusan kontrak.

¢. Pemutusan kontrak tanpa memerfukan alasan justifikasi.
Bahwa pemutusan kontrak oleh pihak pemberi proyek dapat
dilakukan oleh satu pihak, tanpa adanya suatu alasan.

d. Kepailitan dan atau likuidasi dari kontraktor.
Dalam keadaan kepailitan atau likuidasi ini, biasanya kontraktor
memberikan hak kepada pihak lainnya untuk melakukan pemutusan
kontrak.

Pemutusan kontrak oleh pihak kontraktor.

Kontraktor akan melakukan pemutusan kontrak apabila ;

I-d

a Pihak pemberi proyek ikut campur tangan yang terlalu jauh atau
menghalangi pekerjaan kontraktor,

b. Pihak pemberi proyek gagal melaksanakan kewajibannya.
Kegagalan kewajiban pemberi proyek biasanya berupa melakukan
pembayaran kepada kontraktor.

¢. Kepailitan dan atau likuidasi dari pihak pemberi proyek.

Setelah udanys pemutusan kontrak itu, maka terdapat konsekuensi
hukumnya |

I. Kontraktor meninggalkan lokasi proyek;

2. serah terima pekerjaan;

3. serah terima dokumen — dokumen tertentu;



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

34

4. pembayaran yang masih tersisa dan ganti rugi.

Pemutusan kontrak juga diatur dalam pasal 33 ayat 2 Keputusan

Presiden Nomor 18 tahun 2000, menyatakan bahwa pemutusan kontrak
dapat dilakukan oleh para pihak yang melakukan wanprestasi.
Pemutusan kontrak ada dua hal yaitu :

a. Pemutusan kontrak karena kelalaian kontraktor.

Kewajiban atau tanggung jawab dapat berupa

L
2.
3.
4.

Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;

sisa uang muka harus dilunasi oleh kontraktor;
membayar denda dan ganti rugi kepada negara
pengenaan daftar mtam untuk jangka waktu tertentu

b. pemutusan kontrak karena kelalaian pemberi proyek.

Tanggung jawab pemberi proyek berupa mengganti kerugian kepada
pemborong sesuai yang ditetapkan dalam dokumen kontrak.

2.3.7 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya suatu prestasi / tidak

melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi diartikan tidak memenuhinya debitur terhadap kewajiban yang
telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan vang timbul karena
perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang — undang. ( Abdul
Kadir Muhammad, 1990 : 20 ),

Debitur dianggap wanprestasi atau prestasi yang buruk, apabila :

. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.

b. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana apa yang
dijanjikan;

¢. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
( Subekti, 1989 ; 45 ),

Menurut Djumialdji, scorang telah melakukan wanprestasi selain

mementhi syarat - syarat tertentu diatas ( Syarat materiil ) masih
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diperfukan adanya surat teguran /peringatan ( somasi ) yang merupakan
syarat formil adanya wanprestasi ( 1996 : 16 ).

Dalam kenyataan, sulit untuk debitur melakukan wanprestasi
karena ketika mengadakan perganjian pihak - pihak tidak menentukan
waktu melaksanakan pekerjaan tersebut, tetapi wanprestasi tidak ditentukan
karena terjadi dengan sendirinya ( Mariam Darus Badrul Zaman, 1994 : 10
- 11 ).

Akibat dari wanprestasi adalah membayar ganti rugi, seperti yang
diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata adalah :

“Yang berutang adalah lalai, apabila ia denpan surat perintah atau dengan
sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demikian perikatannya
sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap
lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Hukuman / sanksi baik debitur yang lalai maupun yang melakukan
wanprestasi ada empat, yaitu :

. membayar kerugian;

2. pembatalan perjanjian;bahwa perjanjian yang dilakukan kembali seperti
semula, yaitu pada saat belum terjadinya perjanjian.

3. peralihan resiko; pihak yang satu menanggung kerugian yang
diakibatkan oleh pihak yang lain karena adanya keadaan memaksa atau
kesalahan diluar tindakannya;

4. membayar biaya perkara, apabila perkaranya dibawa didepan
pengadilan
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111, PEMBAHASAN

3.1 Bentuk-bentuk Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara Kontraktor
Dengan Pemberi Proyek

Perjanjian pemborongan pekerjaan menurut pasal 1601 b KUH Perdata
adalah perjanjian pemborongan pekerjaan dengan mana pihak satu ( si kontraktor)
mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain,( pihak
pemberi proyek ) dengan menerima harga yang telah ditentukan. Walaupun
menurut Djumialdji, pengertian itu kurang tepat, yang benar adalah suatu
persetujuan dengan mana pihak yang satu, si kontraktor, mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain, yang
memborongkan, mengikatkan din untuk membayar harga yang ditentukan
([ 19956:4 ),

Perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dibuat dalam bentuk tertulis
maupun lisan. Pada dasamya perjanjian yang dibuat secara tertulis biasanya
menyangkut biaya yang besar dibuat dalam pasal-pasal yang mengatur hak dan
kewajiban kedua belah pihak dengan disaksikan oleh notaris atau pejabat yang
berwenang. Perjanjian secara tertulis akan memudahkan dalam hal pembuktian
karena merupakan bukti yang kuat,sedangkan perjanjian yang dilakukan dengan
lisan akan menyulitkam pembuktian, sebab bukti-buktinya tidak kuat atau dapat
dihilangkan,apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Bentuk perjanjian antara CV. Wiratama dengan Pemerintah Kabupaten
Madiun dalam bentuk yang kontrak standart, yang dituangkan dalam klausula-
klausula yang merupakan ketentuan yang harus dipenuhi bagi kedua belah pihak.
Klausula-klausula itu terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
para pihak dan tidak boleh melanggarnya, sebab pelanggaran itu akan menjadi
perbuatan yang dinamakan dengan wanprestasi. Perjanjian pemborongan
pekerjaan itu memakai perjanjian yang standar (baku), yaitu suatu perjanjian yang
menentukan 1sinya adalah pihak pemberi proyek ( pemerintah kabupaten madiun )
dan pihak kontraktor hanya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan

36
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kesepakatan yang ada dalam klausula perjanjian tersebut. Pihak kontraktor tidak
menentukan isi dari petjanjian tersebut, tetapi apabila kontraktor menyetujui isi
perjanjian pemborongan pekerjaan maka ia harus menyepakatinya dengan
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Perjanjian pemborongan pekerjaan ini dikatakan sah apabila kedua belah
pihak telah ada kata sepakat yang ditandai dengan penandatanganan surat
perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat
sahnya perjanjian.

Pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan antara CV.Wiratama
dengan Pemerintah Kabupaten Madiun melalui penunjukan langsung yaitu
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui pelelangan umum dan
pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya
tiga penawaran dan melakukan negosiasi, baik teknis maupun harga, sehingga
diperoleh harga yang wajar dan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dari
rekanan yang tercatat dalam daftar rekanan mampu (DRM) sesuai dengan usaha,
ruang limgkupnya atau kualifikasi kemampuannya.

Perjanjian pemborongan pekerjaan antara CV. Wiratama dengan
Pemerintah Daerah harga borongannya dengan menggunakan sistem Lump Sum,
yaitu merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka
waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yanp
mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya
ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah.
Perjanjian yang dibuat dengan pihak pemerintah harus dibuat dalam bentuk yang
tertulis, karena menyangkut dana masyarakat yang tidak sedikit dan harus
digunakan untuk kesejahteraan rakyat.Perjanjian yang dibuat dengan pemerintah
biasanya dalam bentuk yang tertulis dengan bentuk formulir-formulir tertenty
yang isinya ditentukan oleh salah satu pihak saja dengan memakai peraturan yang
standar, yang perjanjian itu disebut dengan perjanjian kontrak standart ( Sumber
data olahan dari CV. Wiratama ).

Perjanjian yang dibuat secara lisan akan sulit membuktikan apabila
terjadi penyimpangan tindakan salah satu pihak, yang dapat merugikan pihak yang
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lain. Walaupun perjanjian lisan atau bawah tangan diakui dan berlaku sebagai
undang-undang bagi pihak yang melakukan perjanjian tersebut, tetapi daya
buktinya tidak cukup kuat apabila pihak yang satu diharuskan untuk membuktikan
tindakan penyimpangan pihak yang lain.

3.2. Tanggung Jawab Subkontraktor Pada Kontraktor bila terjadi
Wanprestasi

Wanperstasi berarti tidak memenuhi prestasi yang seharusnya dilakukan
sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak. Syarat-syarat dilakukannya
wanprestasi:

a. Tidak melakukan sesuatu yang telah disanggupi

b. Melakukan sesuatu yang telah dijanjikan tetapi tidak sama / tidak sesuai
dengan yang dijanjikan
Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat:

d. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian ( Subekiti,
1989 : 45,

Akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi menurut Abdul

Kadir Muhammad adalah sebagai berikut :

1. membayar kerugian ( Pasal 1248 KUH Perdata )

2. pembatalan perjanjian ( Pasal 1266 KUH Perdata )

3. peralihan resiko ( Pasal 1237 KUH Perdata )

4. membayar perkara apabila diperkarakan di muka hakim ( Pasal 1237 KUH
Perdata )

5. pemenuhan perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian
disertai dengan pembayaran ganti rugi ( Pasal 1267 KUH Perdata ). { 1990 :
25 ).

Penunjukan subkontraktor oleh pihak kontraktor merupakan hal yang
biasa dalam praktek. Penunjukan itu dilakukan dengan sepengetahuan pemberi
proyek maupun tanpa sepengetahuan pemberi proyek. Apabila penunjukan ity
diketahui oleh pihak pemberi proyek biasanya klausula perjanjiannya juga
mengatur tentang diperbolehkan penunjukan subkontraktor, vang bertugas untuk
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menggantikan atau membantu tugas kontraktor baik secara keseluruhan maupun

sebagian.( wawancara dengan Sarwono wakil direktur CV. Wiratama, Tanggal 12

Februari 2002),

Subkontraktor tidak mempunyai hubungan hukum dengan pemberi
proyek, tetapi dalam penunjukan itu kontraktor harus meminta ijin terlebih dahulu
kepada pemberi proyek dengan memberikan laporan baik secara tertulis maupun
lisan. Hal ini dilakukan agar pihak pemberi proyek mengetahui  bahwa
pemborongan pekerjaan telah dialihkan kepada subkontraktor. Pemborongan
pekerjaan yang disubkan kepada subkontraktor itu hanya sebatas kewajiban dan
tugas kontraktor yang seharusnya dilaksanakan oleh kontraktor, tetapi
pemborongan pekerjaan tersebut atas nama kontraktor. Sehingpa nantinya yang
bertanggungjawab bila terjadi kerugian pada pemborongan pekerjaan adalah
kontraktor. Kontraktor mempertanggungjawabkan pekerjaan proyek kepada
pemberi proyek.

Adapun penunjukan subkontraktor itu dilakukan dengan lisan maupun
tertulis. Kontraktor harus menanggung resiko apabila penunjukan dilakukan
dengan lisan yang kemudian subkontraktor melakukan wanprestasi.Semua
kerugian yang diakibatkan dari perbuatan wanprestasi subkontraktor ditanggung
oleh kontraktor.

Pertanggungjawaban subkontraktor kepada kontraktor itu berupa
sebagian atau seluruh dari kewajiban dan tugas yang dibebankan oleh kontraktor,
antara lain ;

I. melaksanakan, menyelesaikan pemborongan pekerjaan dengan baik dan tepat
pada waklunya;

2. menyediakan bahan-bahan, alat-alat yang dibutuhkan dalam pemborongan
pekerjaan apabila hal itu merupakan kewajiban yang dibebankan kepada
kontraktor:

3. menyediakan tenaga Kkerja yang cukup jumlah, keahliannya dan
ketrampilannya;
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4. wajib membuat laporan tentang pelaksanaan pemborongan pekerjaan sampai
dengan  hasil pekerjaan yang nantinya  akan menjadi  bahan
pertanggungjawaban kontraktor kepada pemberi proyek;

5. mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan sebelum diserahkan kepada
kontraktor;

6. mempertanggungjawabkan kerugian yang diakibatkannya dengan cara
melakukan pembayaran ganti kerugian kepada pthak kontraktor.

Semua kewajiban dan tugas yang diserahkan kepada subkontraktor
harus diadakan kesepakatan terlebih dahulu agar pihak subkontraktor tidak
melebihi apa yang scharusnya ditetapkan dalam perjanjian pemborongan
pekerjaan antara pemberi proyek dengan kontraktor,Oleh karena itu tidak semua
tugas dan kewajiban kontraktor diserahkan kepada subkontrakior, sebab ia hanya
bertugas untuk membantu kontraktor didalam pelaksanaan pekerjaan dengan cara
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan  kesepakatan yang telah ditentukan oleh
pemberi proyek.

Subkontraktor dikatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi prestasi-
prestasi yang telah disepakati antara kontraktor dengan subkontraktor, antara lain -
I. tidak menyelesaikan, melaksanakan pemborongan pekerjaan sesuai yang

diharapkan oleh kontraktor;

2. Jangka waktu penyelesaian pemborongan pekerjaan melebihi waktu yang telah
disepakati;

3. menentukan sendiri kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dalam pelak sansan
borongan tanpa melakukan musyawarah dengan kontraktor:

4. mengganti bahan-bahan, alat-alat atau menggunakan alat-alat, bahan yang
tidak memenuhi persyaratan teknis:

5. meninggalkan pemborongan pekerjaan sebelum pekerjaan selesai:

6. tidak mau mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan kepada kontraktor,
tidak membayar semua beban kerugian yang diakibatkannya kepada
kontraktor. { Wawancara dengan wakil direktur Sarwono CV Wiratama, |
tanggal 12 Februani 2002 ),
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Subkontraktor yang melakukan wanprestasi, maka oleh kontraktor dapat
dimintai pertanggungjawaban. Apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah
pihak, maka dapat ditempuh dengan penyelesaian  bermusyawarah
Pertanggungjawaban subkontraktor itu penting bagi kontraktor karena laporan
hasil pekerjaan tersebut akan dijadikan bahan laporan pertanggungjawaban
kepada pemberi proyck. Oleh karena ity dalam melakukan penunjukan
subkontraktor harus melalui perjanjian secara tertulis dan mendapat ijin dan
pemberi proyek, agar dapat dijadikan suatu bukti yang kuat bila subkontraktor
melakukan wanprestasi.

Dalam peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang
penyelenggaraan jasa konstruksi pada pasal 43, menyatakan bahwa subkontraktor
bertanggungjawab kepada kontraktor utama, sesuai dengan pasal tersebut maka
subkontraktor harus bertanggungjawab kepada kontraktor tidak kepada pemberi
proyek.

Menurut CV Wiratama  bahwa subkontraktor vang melakukan
wanprestasi dimana penunjukannya tidak melalui suatu penanjian yang tertulis
dan tanpa sepengetahuan pemberi proyek, maka subkontraktor tetap harus
bertanggungjawab atas perbuatan menyimpang yang telah dilakukan sehingga
mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain. Pertanggungjawaban subkontraktor
tetap pada kontraktor, yaitu berupa penggantian rugi yang didenta oleh
kontraktordilakukan tindakan tegas tersebut ( Wawancara dengan Sarwono wakil
direktur CV. Wiratama, tanggal 12 Februari 2002 )

3.2 Tanggung Jawab Kontraktor Kepada Pemberi Proyek atas Wanprestasi
Sub kontraktor.

Kontraktor dapal menunjuk subkontraktor apabila pihak kontraktor
merasa tidak mampu untuk melaksanakan semua vang menjadi kewajiban
kontraktor. Kontraktor harus meminta ijin terlebih dahuly kepada pemben proyek,
walaupun pada dasarnya kontraktor yang berhak untuk menunjuk subkontraktor
dan wajib untuk meminta pertanggungjawaban sub kepadanya.
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Apabila penunjukan ijin itu disetujui oleh pemberi proyek, maka dalam
perjanjian antara kontraktor dengan pemberi proyek isinya terdapat ketentuan
yang mengatur tentang penunjukan subkontraktor.

Kontraktor yang mensubkan pekerjaannya kepada pihak lain, harus
mempertanggungjawabkan  kepada pemberi proyek.  Kontraktor hanya
bertanggungjawab sebatas dalam klausula-klausula yang ada dalam perjanjian
pemborongan pekerjaan. Kontraktor mempertanggungjawabkan semua yang
menjadi tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dalam perjanjian
yang telah disepakati. Semua kewajiban dan tugas kontraktor telah dibahas dalam
bab II dalam skripsi ini Diluar klausula perjanjian itu maka kontraktor tidak wajib
untuk bertanggungjawab, tetapi apabila kontraktor melakukan tindakan hukum
yang menyimpang diluar dari perjanjian dan menyebabkan kerugian pada
pekerjaan  proyek, maka kontraktor wajib untuk mempertanggun)jawabkan
perbuatannya  tersebut dengan  cara mengganti  ganti  kerugian yang
diakibatkannya.

Menurut Undang-undang Nomor |8 tahun 1999, pasal 11 ayat | bahwa
kontraktor  harus  bertanggungjawab atas  hasil pekerjaan  yang telah
dilaksanakannya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun
2000, pasal 40 ayat | bahwa kontraktor wajib menyerahkan hasil pekerjaannya
sesuai jangka waktu yang telah ditetapkannya dan harus mempertanggungjawakan
hasil pekerjaan itu kepada pemberi proyek. Oleh karena itu kontraktor harus dapat
mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan pekerjaan, walaupun pekerjaan itu
telah disubkan kepada subkontraktor.

Kontraktor harus memenuhi prestasi untuk mendapatkan hasil pekerjaan
yang diharapkan oleh pemberi proyek. Apabila kontraktor tidak memenuhi
prestasi bk sebagian maupun keseluruhan berani kontraktor melakukan
wanprestasi,

Wanprestasi yang dilakukan oleh kontraktor, antara lain -

I tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik;

2. udak menyelesaikan pemborongan pekerjaan dengan tepat waktu sesuai
Jangke waktu yang telah ditentukan dalam perjenjian;
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3. tidak menyediakan bahan-bahan, alat-alat, yang oleh pihak pemberi provek
dimintai untuk menyediakannya;

4. tidak menyediakan tenaga kerja, tenaga yang ahli, dan tidak memberikan upah
kepada tenaga kerja yang telah dipekerjakannya;

5. melimpahkan atau mensubkan pekerjaan proyek kepada pihak lain tanpa setjin
atau sepengetahuan pemberi proyek;

6. meninggalkan pemborongan pekerjaan sebelum pekerjaan selesai;

7. tidak memberikan ganti kerugian terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan
dalam pelaksanaan pekerjaan, dan kerugian yang ditimbulkan akibat dari
orang-orang yang telah dipekerjakannya,

8. tidak mau bertanggungjawab atas hasil pekerjaan yang tidak bagus, atau tidak
sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi proyek.

Kontraktor yang melakukan wanprestasi akan dikenai sanksi atau denda, antara

lain

a. jika pihak kontraktor setelah mendapat peringatan tiga kali berturut-turut tidak
mengindahkan kewajiban-kewajibannya, maka untuk setiap kali wanprestasi
pemborong wajib membayar denda kelalaian 1 o/oo  ( satu permil ) dan
setinggi-tingginya 5% ( hma persen ) dari harga borongan,

b. Jika pihak kontraktor udak dapat menyelesatkan pemborongan pekerjaan
sesual dengan jangka waktu pelaksanaan, maka setiap hari keterlambatan
pihuk pemberi proyek wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1 o/oo
( satu permil ) dari harga borongan dan setinggi-tingginya 5% dari harga
borongan ( Sumber data olahan dari CV. Wiratama ).

Demikian juga apabila pihak kontraktor yang menunjuk subkontraktor
untuk membantu pelaksanaan tugas pemborongan pekerjaan kontraktor harus
dapat mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh
subkontraktor. Kontraktor memberikan tanggungjawab kepada pemben proyek
dalam hal kontraktor dapat memberikan alasan-alasan yang tepat bahwa
kontraktor mensubkan pekerjaan kepada subkontraktor, yang scharusnya
dilaksanakan sendiri. Kontraktor juga bertanggungjawab atas apa yang telah
menyebabkan kerugian dari tindakan subkontraktor dengan menanggung semua
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kerugian yang diderita. Misalnya subkontraktor penyelesaian pekerjaan tidak
sesuai yang ditentukan dalam perjanjian.

Adapun tanggungjawab kontraktor kepada pemberi proyek dalam

perjanjian pemborongan pekerjaan antara CV. Wiratama dengan Pemerintah
Kabupaten Madiun, adalah :

i

penyediaan bahan-bahan, alat-alat, dan segala sesuatu yang tidak memenuhi
standar, sehingga menyebabkan kerugian pada bangunan;
mempertanggungjawabkan perbuatan orang-orang yang telah
dipekerjakannya,

. bertanggungjawab atas jaminan keselamatan, keamanan, upah tenaga kerja

yang telah dipekerjakannya dalam pelaksanaan pekerjaan; bertanggungjawab
alas segala biaya yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan pemborongan
pekerjaan;

bertanggungjawab atas kenaikan harga barang-barang, bahan-bahan, alat-alat
pada waktu pelaksanaan pekerjaan masih berlangsung;

semua biaya yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan;

bertanggungjawab atas hasil pemborongan pekerjaan;

bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul musnahnya
hasil pekerjaan sebelum diserahkan kepada pemberi proyek, kecuali pemberi
proyek telah lalai untuk menerima hasil pemborongan pekerjaan;
bertanggungjawab atas musnahnya akibat kecacatan tersembunyi dalam
strukturnya atau  disebabkan oleh retaknya tanah, maka kontraktor
bertanggungjawab selama 10 tahun terhitung saat tanggal penyerahan hasil
pemborongan pekerjaan kepada pemberi proyek;

terjadinya kemacetan akibat, tidak masuknya bahan-bahan, alat-alat, karena
semata-mata kesalahan kontraktor;

-segula persoalan dan tuntutan para tenaga kerja menjadi tanggungjawab

kontraktor,

apabila selama pelaksanasn pemborongan pekerjaan menimbulkan kerugian
bagi orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dalam perjanjian ini, maka
kerugian ditanggung oleh kontraktor(Sumber data olahan dari CV, Wiratama ).
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Dalam praktek penunjukan subkontraktor ada yang atas 1jin pemberi
proyek, tetapi ada juga tanpa sepengetahuan pemberi proyek. Apabila pemberi
proyek mengetahui penunjukan subkontraktor itu, maka kontraktor harus dapat
mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang telah dilakukan subkontraktor
Tetapi adakalanya pemberi proyek tidak meminta pertanggungjawaban kontraktor
tentang tindakan subkontraktor karena pada dasarmnya pemberi proyek tidak
mempunyal  hubungan hukum dengan subkontraktor. Dalam hal kontraktor
menunjuk subkontraktor tanpa sepengetahuan pemberi proyek maka kontraktor
tidak perlu bertanggungjawab kepada pemberi proyek, karena perbuatan
subkontraktor itu akan ditanggung oleh kontraktor itu sendiri, schingga ia wajib
untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh subkontraktor. Pemberi proyek
tidak akan meminta pertanggungjawaban kontraktor dalam hal subkontraktor,
sebab pemberi proyek hanya merasa melakukan penjanjian dengan kontraktor,
oleh karena itu semua kerugian yang diakibatkan oleh subkontraktor dianggap
akibat dan kontraktor( Wawancara dengan Sarwono Wakil Direktur CV.
Wiratama, tanggal 12 Februari 2002 ).

Menurut CV, Wiratama itu bahwa subkontraktor yang melakukan
wanprestasi  dalam  hal keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan  tidak
mempertanggungjawabkan perbuatan  subkontraktor kepada pemben proyek
karena dalam penunjukannya tidak diketahui oleh pemberi proyek dan kerugian
vang didenta akibat wanprestasi subkontrakior itu ditanggung oleh kontraktor.
Pihak pemben proyek tidak mau tahu karena perjanjian antara subkontraktor
dengan kontraktor tanpa seijinnya dan pemberi proyek hanya tahu bahwa
peanjian  yang dilakukan dalam pemborongan pekerjaan  hanya dengan
kontraktor, oleh karena itu semua perbuatan yanga dilakukan subkontraktor
menjadi  tanggungjawab  kontraktor dan  itu merupakan wanprestasi  bagi
kontraktor, karena menunjuk subkontraktor tanpa seijinnya dan kontraktor tidak
melaksanakan tugasnya sesuai  dalam perjanjian yang telah disepakati
( Wawancara dengan Sarwono Wakil Direktur CV. Wiratama, tanggal 12 Februari
2002 ).
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Menurut Keputusan Presiden Nomor. 18 tahun 2000, pasal 30 ayat 2
bahwa kontraktor dilarang untuk mensubkan pemborongan pekerjaan kepada
pthak lain baik itu sebagian ataupun keseluruhan pekerjaannya. Sesual denpan
peraturan fersebut pihak kontraktor telah melakukan tindakan penyimpangan,
tetapi dalam prakteknya mensubkan pekerjaan pada pihak lain sering dilakukan
karena pekerjaan tersebut tetap atas nama kontraktor.

Penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh subkontraktor dengan
kontraktor dalam CV. Wiratama adalah dengan cara musyawarah yaitu kerugian
vang diderita akibat wanprestasi subkontraktor ditanggung oleh kontraktor untuk
sementara waktu, tetapi selanjutnya pihak subkontraktor melakukan pembayaran
kerugian kepada kontraktor sesuai dengan kerugian vang telah ditanggung oleh
pihak kontraktor. Subkontraktor tidak akan meninggalkan tanggungjawab kepada
kontraktor.( Wawancara dengan Sarwono wakil Direktur CV. Wiratama, tanggal
12 Februari 2002 ).

Penyelesaian perselisihan antara kontraktor ( CV. Wiratama ) dengan
pemberi proyek ( Pemerintah Kabupaten Madiun ) dengan cara musyawarah yaitu
pihak kontraktor akan membayar semua kerugian yang ada kepada pihak pemberi
proyek sesuai pembayaran kerugian atau denda yang ada dalam kesepakatan.

Penyelesaian perselisihan dalam CV. Wiratama dengan Pemerintah
Kabupaten Madiun adalah :

l. dengan cara musyawarah;

2. bahwa biaya perselisihan ditanggung secara bersama-sama;

3. melalui pengadilan, apabila kedua belah pihak tidak mendapat penyelesaian
dengan jalan musyawarah.

Apabila dalam penyelesaian perselisiban itu tidak dapat diambil jalan keluamya

maka pihak pemberi proyak dapat melakukan tindakan tegas, yaitu pemberi

proyek dapat melakukan pemutusan secara sepihak, yaitu pemutusan perjanjian

tanpa ada kesepakatan dari pihak yang lain. ( Sumber data olahan dari CV.

Wiratama ).

Jadi menurut penjelasan diatas bahwa kontraktor bertanggungjawab
kepada pemberi proyek atas wanprestasi subkontraktor dalam hal mengganti
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Kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan subkontraktor sesuai dengan ketentuan
yang ada dalam perjanjian, dan kontraktor juga harus bertanggungjawab atas hasil
pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh subkontraktor baik itu dalam keadasn
yang baik maupun sesuai dengan yang diharapkan oleh pemben proyek.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan pada CV. Wiratama dengan
Pemerintah Kabupaten Madiun dalam bentuk kontrak standart, yang isinya
dituangkan dalam klausula-klausula yang merupakan ketentuan yang
mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, kesepakatan perjanjian itu
dengan melakukan penandatanganan oleh para pihak, Perjanjian yang telah
disepakati akan mengikal kedua belah pihak Perjanjian pemborongan
pekerjaan tersebut pelaksanaannya menggunakan sistem Lump sum dan
dengan melalui penunjukan langsung,

2. Subkontraktor hanya bertanggungjawab kepada kontraktor bukan kepada
pemberi proyek, sebab kontraktor yang mempunyai hubungan yuridis dengan
subkontraktor. Subkontraktor mempunyai tanggungjawab sebatas tugas dan
kewajiban yang diberikan kontraktor kepadanya,

3, Kontraktor harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang
menyangkut pelaksanaan pemborongan pekerjaan kepada pemberi proyek.
Kontraktor wajib bertanggungjawab apabila pekerjaan telah disubkan kepada
pihak lain dan kemudian mengakibatkan kerugian, maka kerugian yang
menanggung adalah pihak kontraktor. Jadi apabila subkontraktor tidak mau
membayar kerugian kepada kontraktor, maka kontraktor akan mengalami
kerugian karena kerugian itu harus dibayar pada pemberi proyek. Penyelesaian
perselisihan aniara CV. Wiratama dengan subkontraktor dan pemben proyek
dengan jalan musyawarah tidak melalui pengadilan ataupun pihak pemberi
proyek tidak melakukan tindakan tegas, yaitu dengan cara melakukan

pemutusan perjanjian secara sepihak.
4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan — permasalahan yang ada dalam skripsi ini,
maka saran yang penyusun berikan :

48


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

49

a. Setiap perjanjian yang dibuat oleh setiap pihak baik itu antara pemberi proyek
dan kontraktor maupun kontraktor dengan subkontraktor haruslah dibuat
secara tertulis. Sebab pembuktian secara tertulis adalah bukti yang Sempurna.
Hal ini untuk menghindari tindakan hukum yang merugikan pihak lain.

b. Bahwa peraturan — peraturan yang mengatur jasa konstruksi seharusnya juga
mengatur tentang tanggung jawab subkontraktor kepada kontraktor dan
langgung jawab kontraktor kepada pemberi provek akibat wanprestasi
subkontraktor. Selain itu juga mengatur hubungan hukum antara kedua belah
pihak,
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DEPARTEMENPENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalbato Kotak Pos 9 Jember 68121
| (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor ‘427 [1256.1.1/PP.9f Jember, 7 Pebruari 20(
Lampiran !

Perihal  KONSEBLTAST

Yih. Direktris

CVe Wiratama Madiun

i -

MADIUN

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama imi dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa
Nama : FARIDA NURJANAH
NIM ' 97 101
Program 51 Ilmu Hukum
Alamiat t Jl, Java VI/6 Jember,

feperluan © Nonsultasi mengenail masalah " Tanggung Jawab
Kontraktor Kepada Pemberi Proyek Bila Subkon -
traktor Melakukan Wanprestasi ",

Hasil konsultasl int digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripst.

Atas bantuan dan kerjasama vang baik kami ucapkan terimakasih.

gy

Tambusan Kepada :

o Yth. letun Bagian Kejure. Pardatay---

¢ Yanit bersangkutan
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SURAT KETERANGAN

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut ¢

Nama . Farida Nur Janah

NIM 97101

Program S1, Fakultas Hukum Universitas Jember

Alamat 11, Jawa V1 / No. 6 Jember

Judul langgung jawab kontraktor kepada pemberi proyek

bila sub kontraktor melakukan wan prestasi
Telah melakukan konsultasi dalam rangka melengkapi bahan

penyusunan skripsi pada CV. Wiratama di Madiun

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya

Madiun, 25 Pebruar 2002

Wiratama
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CV. " HARAPAN BARU”

@ BIRO BANGUNAN & PENGADAAN BARANG / JASA
Jalan Ciliwung Gg. V /30 Telp, (0351) 451483, HP 08] 23403433

— MADIUN

Barnkir - Bank Ji
¥R L 237280621 Barikir . BR !

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda langan dibawah ini saya

Nama : SARWONO
Jabatan: DIREKTUR CV. HARAPAN BARU

Menerangkan bahwa, Mahasiswi

Nama : FARIDA NURJANAH

Nim . 97101

Program: 51 Fakuitas Hukum Universitas Jember
Alamat : JI. Bangka I1l/5 Jember

Adalah benar telah melakukan konsultasi dalam rangka melengkapi bahan penyusunan
skripsi dengan judul ' Tanggung jawab Kontraktor kepada Pemberi Proyek Bila Sub
kontraktor melakukan Wanprestasi ‘. Pada CV. HARAPAN BARU MADIUN.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 12 Pebruari 2002
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SURAT PERJANJIAN ( KONTRAK j

NOMOR : 602/1047/414.102/2000)
TANGGAL : 15 JULI 2000

PROYEK :  SPLXI OECF INP 23 TA. 19992000 KAR. MADIUN
REHABH ITASI PUSKESMAS

PEKERJAAN :  REHABILITASI PUSKESMAS SAMBIREIC

LOKASI :  DESA SAMBIREJO KECAMATAN JIWAN

SURAT PERJANIIAN ( KONTRAK )

Surat Perjanjian ini termasuk semua lampirannya merupakan satu kesaruan vang tidak
termsahkan dani Sural Perjanjian, selanjutnya disebul KONTRAK. pada hant ini SABTU
tangzal LIMA BELAS bulan JULI tahun DUA RIBU kami vang bertanda tangan di
bawah ini ;

. Nama . ARI SUGENG RIADI, 5.S0s
Jabatan t Pemimpin Proyek Rehab Puskesmas Dana SPL XII
OECT INF 23 Tahun 19992000 Kabupaten Madiun
Alamat : Jalan Alun-Alun Utara No.d4 Madiun

Herdasarkan Surat Keputusan Hupati Kepala Daerah ' mgkat U Madiun Nomor © 168 A
Tahun 1999 Tanggal 1 Oktober 1999 telah dinmjuk schagai Pemimpin  Proyek
Rehabilitasi Puskesmas dalam hal ini bertindak dan untuk atss nama Pemenntah Republik
Indonesia, scbagai pemilik sclanjutnya discbut PIHAK PERT AMA

2. Nama : BUDI KRISNANDRIATI
Jubutan : DIREKTRIS CV * WIRATAMA “
Alamat ¢ Desa Samhirejo Kecamatan Tiwan
Kabupaten Madiun

Berdasarkan Akte Notaris WIEN MARTANTO, SH Nomor - 26 Tanggal 30 April 1982
dalam hal ini  sesuai dengan Ketentuan, bertindak untuk  dan  atas  nama
CV "WIRATAMA® dalam Surat Perjanjion ini sebagai Pemborong selanjumyva disebut
sebagm PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan
1. Surat Penawaran ( beserta lnmpirannya ) Nomor : 69/ WIR V2000
Tanggal 21 Juni 2000
2. Surat penetapan pemenang Nomor : 161 Tahun 2000 Tel 30 Tuni 2000
o Surcat Pennjukan ( Guaning § Nomor | 602985414102 2000 Tel. 8 Jul 2000
L. Surat Kesanggupan Ketja, Nomor : T&#/WR/VIL2000 Tel. 10 Juli 2000
3. Surat Perintah Kerja Nomor : 602/1000/414.102°2000 Tal 15 Jull 2000

Dengan ini menyatakan elah setuju dan sepakat untuk mengikatkan din dalam suaru
perjanjian Pemborongan melaksanakan pekerjaan, denpan ketentuan dan syarat-svarat
sebagimana tersebut dibawah ini -

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN
PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAR KEDUA

menerima tugas temebat, yaini unmk melaksanakan peherjaan Behabilitast Prskesmas
sambirggo Kecomatan Jiwan Kabupaten Madiun

R R R R R R R R R EEE————————————————————————————————————————————
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i Sesusi dengan ketentuan kontrak, PIHAK KEDUA harue melaksanakan, menyelesaikan

b,

c,

dan memperbaiki pekerjoan dengen penuh ketelitian dan kemmppuhan dengan
menyediakan segala tenags, termasuk pengawasannya bahan — bahan dan didalam atau
disekitar pekerjaan, sertu segala sesuatu baik yang bersifat penawaran maupun yang
bersifit sementarn yang diperlukan wmtuk pelaksmaan , penyelesaian dan perbaikan
sebagaimana dirinci dalam Kontrak disimpulkan secara wajsr duri Kontralt
Melaksanalan, menyelesaikan dan memperbaiki welurull pekerjaan sesuai dongun
Kontrak sempai diterima baik oleh Direkai Pekerjuan setelah berkonenltasi dengan
PIHAK PERTAMA kecuali apabila memurut hulum atau secara fisik tidak mungkin
dilaksanakan,

PIHAE PERTAMA berkewajibun :

1. Menyedinkan bagi Kontraktor julan masuk, penggumuun lahon dun baogunun yang
dinyatakun dalan gambar dan dolumen lain dalan Koutrak,

2. Membayar koutraktor sebesar nilai Kontrak atas pelskeanasn | penyelesaian dan
perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukurun serta hargs tetap ( Lumpsum
Fixed Price) yung lerteru dalam gambar dan RKS termasuk perubahannya pada
waktu dan dengan cora yang telah ditentulsn dalam Dokumen Kontrak,

Pasnl 2
DASAR MELAKSANAE AN PEEFRIAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 di atas herus dilaksanskan oleh PIHAK KEDUA secual
tlengan :
& Dolumen Kontrak sebnimana ditentuken dibawah ini harug dibaca serty mierupakan

b.

bagian tidnk terpisatikan dari Kontrak , yaitu ;

Surat Perjanjian ( Kontrak ) termasuk lampiran - lampirannya

Surat Penetapin Pemonany,

Surat Penumjukan (Gunning).

Surat Penawnran termasuk lampiran-lampiramya.

Syarat-gyaral unum dengan semua perubshan sesuai Berita Acura penjelagammyn

Syarat-syarat Administrasi dengun  semua perubahan resuni Berita  Acarn

Penjelnsanmya

7. Syarnt-syarat Teknis dengun semmua perubahiun scsuai berita Acara penjelasannyii

Ketentuan-ketentunn dan peraturan — peraturan Adwiniatrasi Telnik yaitu ;

Keppres Nomor 16 Talun 1994,

Keppres Nomor 24 Talum 1995,

Keppres Nomor 06 Tahun 1999,

Surat Edaran bervama Ketua BAPPENAS dan menteri Keuangan LT

181/T2.VI/01/1999

NOMOr @ coemiimrmimeicsanaannn tanggal 11 Junuuri 1999 tentung Hargs Satua

SE-07/A/21/1999

Tertinggi pembimgunan Gedung Negara Tahun Anggaran 1999/2000,

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Departemnen  Pekerjuan U
No. 295/KPTS/CKA1997, tanggal 1 April 1097 tentang Pedomen Toknis
Pembangunan Gedung Negara.

6. Swal Kepntusuu bersmna Menteri Tenaga Kerjn dan Menteri Pekerjuan Unium
No. KEP 174 /MEN/86, tanggal 4 Maret 1086, teuting Kuselwisian du
Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstrulsi |

7. Algemena Foorwaarden (AV - 41) yang disahkan dengsn Kepulusan Fernerintuk
No. 9 Tanggal 28 Mei 1941 dan tambahan leniburan Negwn Nowmor 1957,
apabilu tidak uda penyimpangan-penyimpangan yang tertera dalam Kontrak,

5. Peraturan Beton Bertulang Indonesia tahun 1971,

9. Peraturan Umnuni pereriksaan Bahan-bahan bangunan,

10. Peraturan Umum Instalasi Listrik ( PUIL ) 1987.

11. Peraturan muatan Indonesia ( PMI. 70 ) NI -18 Tahun 1970,

R N

-hr.ulun—-
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12, Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia NI 5 Tabun 1961,

13. Peraturan Pembangunan Daerah setempat.

14. Peraturan Perburuhan di Indonesia ( tentang pengarahnn Tenaga Kerjsjantarm lain
tentang larangan m empexerjakan anak-anuk dibuweh umor.

15, Petmjuk-petunjul dun peringatan-peringatan tertulis yang divertkan Direkst
Pekerjaan termnsuk dalam Pasal (4) Perjanjisn il uoluk mencapm fujuan
perjanjian

Pasul 3
FENYERAHAN LAPANCGAN

Penyerahan Lapangan / Lokusi Pokerjamn dilakukan pada saat tangeul aiterbickan Surat
Perintah Kerja (SPE).
Pagal 4

DIREESY/ PENGAWAS PEKERJAAN

1. Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri atas pengawasan dan
tindakan pengoreksian, PIHIAK PERTAMA menunjuk Konsultun Pengawasan CV
“JAYA ABADY” sebagai Pengawas Pekerjaan yung bertindak untuk dan atas nama
PIHAK PERTAMA, akan diberitahukan secara tertulie kepada PIHAK KEDUA.

2. Apabila Pejabat yang ditunjuk dalam ayat (1) pasal ind berhalangan stau tidak
dapat menjalanken kewajibannya, mska PTHAK PERTAMA akan memmjuk
penggantinya secara tertulis dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

3. PIHAK KEDUA harvs memaivhi segala petunjuk dalam hul tehnis dan atan
perintah Pengawas Pelerjaun tersebut,

Pusal $
BAHAN-BAHAN DAN ALAT-ALAT

1. Bahan-bahan, Alut-alut dau segula sesuntu yang diporiukan untuk melaksanakan
pekerjaan pemborongan lersebut dalum pasal (1) Swral Perjanjian ini, harus
disediakan oleh PIITAK KEDUA.

2. PIHAK EEDUA wajib membust tempet atau gudang yang baik untik menyimpan
bahan-bshan tlan alal-alut lersebut guna melmcarkan pokerjaan,

3. PIHAK PERTAMA/ Diveisi Pekerjaan berhuk menolak buban-balan dan alat-alar
yang disedizkm  oleh PIIAK KEDUA, jika kualitasnys Gdak mememuhi

pergyaratan.

4, Jika bahan-bahan dan alat-alat tersebut ditolak oleh PIHAK PERTAMA / Direksi
Pekerjnan, maka PIHAK KEDUA harus menyingkirkan bubmn-bahian dan alat-alat
tersebut dari lokusi dalam walkdu 2 X 24 jam, kemudian menggantinva dengan yang
memenuhi pergyaratan

5. Tidak tersedianya bahan-bshan dan alat-alat, tidek dapat dijudikau alasan untuk
keterlambatan kerja.

Pasgal 6
TENAGA KERIA DAN UPAH

1. Agar pekerjaan berjulon seperti yang ditetapkan, PIHAK EKEDUA hams
menyedinkan tenaga kerjn yang cukup jumlah, keshlian dan ketrampilannya

2. Biaya dan upah uniuk melaksanakan pekerjnan ditangeung oleh PIHAK KEDUA.

3. PIHAK EKEDUA wajib menyelenggurakan Program Aswansi Susiul Tenaga Kerja
(Astek) vesual dengun kelentusn Peraturan Pewerinlui yasig berlulu

4. PIHAK KEDUA bertmngmmg jawab atas segala kerugian FIHAK PERTAMA
sebagai skibal perbustan orang-orang (Tenaga Kerju) yang dipekerjokan olehnya
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Pa=al 7
PELAKSANAAN PIHAK EEDTTA

1. Ditempat pekerjaan harus selalu ada wakil dari PIHAK KEDUA vang ditunjuk sshagai

Pemunpin Pelaksana / Tenaga Ahli yung mempunsai Wewenang © Muasa Penudi

untuk mewakili PTHAK KEDUIA dan dapat menenima / memberikan © memutnskan

segala petunjuk-petunjuk dari PIHAK PERTAMA / Direksl Pekerjaan.

Penunjukan Pimpinan Pelaksana/ Tenaga Ahli ini harus mendapat persetujuan dan

PIHAK PERTAMA.

3. Apabila menurut pertimbangan PTHAK PERTAMA. Pimpinan Pelaksana / Tenaga
Ahli yang digunakan oleh PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan  yang
diperlukan, maka PIHAK PERTAMA akan membentahukan secara fertubs kepada
PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA scgera mengeanti dengan Tenaga Al lain
yang memenuhi persyaratan.

14

Pasal 8
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

I. Jangka Wakiu pelaksanan pekerjaan sampai dengan selesai 100% vang disebut dalam
pasal (1) Surat Petjanpian ini adalah selama 90 (Sembilan pulub) hari  kalender
terhimung sejak dikeluarkannva Surat Perintah Kerja (SPK) atau dimulai dari tanggal
15 Juli 2000 sampai dengan 12 Oktober 2000 sudah harus dilaksanakan
Penyeraham pertama,

Waktu pelaksanan tersebut ayat (1) pasal im tidak dapat dirubah oleh PIHAK
KEDUA, kecuali adanya * Keadaan memaksa™ scperti diatur dalam pasal (9) Surat
Perjanjian ini, atau adanya Perintah Penambahan Pekenaan sesuai dengan Pasal (14)
Surat Perjanjian in dan harus disetujui oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis

s

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

I Yang termasul dalam “Keadaan Memaksa” adalah peristiwa-peristiva  sepert

berkut

1.1. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir),

1.2, Kebakaran.

1.3. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan dan cpidemi atan keadaan
diluar kekuasaan PTHAK KEDUA mengatasinya, yang secara keseluruhan
atau sehaginn ada hubungan langsung dengan penvelosaian pekoriann i

1.4, Hujan yang tenus-menerus,

2. Apabila terjadi *Keadaan Memaksa” PIHAK KEDUA harus memberitahubkan kepada

FILAK PERTAMA /Pengawas Pekerjaan secara tertulis sclambat-lambatnya dalam

Jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinva “Keadaan Memaksa” berakhir,

Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menvengul atau

menolak secara tertulis adanya “keadaan Memaksa” dalam Jangka wakm 1 x 24 jam,

sejak adanya psmberitahuan tersebut,

4. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA tentang “Keadaan Memaksa” tersebut tetapi PIHAK PERTAMA tidak
memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetuii  adanya
“Keadaan Memaksa “ tersebut.

3. Dilamana “Keadaan Memaksa” ity ditolak oleh PIHAK PERTAMA ki berbibu
ketentuan-ketentuan pasal (17) dan prasal (18)

N

Tt
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Pasal 10
MASA PEMELTHARAAN

1. Masa pemeliharaan atas hasil pekerjaan ditetapkan selama 30 (Tiga puluh) har

kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai dan ssiak serah terima pertama dan

dilenma oleh PIHAK PERTAMA headsan baik. vang dimvaishan dengan Benla

Acara Penyerahan,

Dalam hal adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam masa pemeliharaan

melampaui jangka waktu pemeliharaan tersebut dalam avat (1) pasal in. maka masa

pemcliharaan dihitung sampai dengan berakhimya perbaikan vang dilakukan tersebut.

3. Semua biava yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan ditangguna oleh PIHAK
KEDUA.

4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan dimaksud avat (1) dan (2)
pasal i, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk
melaksanakan perbaikan-perbaikan atas biava vang dibcbankan kepada PIHAK
EETITA,

b

Pasal 11
HARGA BORONGAN

. kontrak didasarkan atas sistem Harga Tetap (Lumpsum Fixved Price) adapun Nilai
Kontrak Pekerjaan ini adalah;

Nilai Kontrak Rp. 23.782.000,00
Milai Fsik Bp. 21620000000
Terdiri dari :

Porsi SPIL. Ep. 21.620.000.00
Porsi Pendamping 3 =

PPN 10% (ndak dipumeul ) ditanggung Pemenniah o RBpo 2162.000.00

Pors Pendamping (dipungut)

ok

Semua pembavaran dibebankan pada Dana Pembangunan Kabupaten Madiun Tahun
Anggaran 1999/2000 dengan Sumber Dana SPL XTI OECF INT-23

3. Dalam jumlah harga borongan tersebut distas sudah termasul segala pengeluaran
pemborong hcaeﬂa pank-pajak, dan pungutan-pungutan vang haus dibavar oleh
PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-Ketentuan vang berlaku

Pasal 12
CARA PEMBAY ARAN
Cara pdmha"rm.'m harga borongan pelaksanaan pekerjaan ersebut dalam 3 Rali ang hm..“

dengan rincian sebagai berikut :
. Angsuran [ (sam) dibayarkan sehesar 50 6 darf jumibah harga botongan valiu

Nilad Kontrak 350 %o x Kp. 23.782.000,00 = Kpo 1LY 00000
T'erdiri dari :

Nl Fusik 10071 10 x Rp. 11L.891.000,00 B, 10 LU, O

PPN 10 %% (Tidak dipungutyditanggung Pemernintaly =~ Rp. 1.O8] 000,00
Yang dibavarkan sekarang Bp. TURT000C0, 00

{Sepuluh juta delapan rates sepuluh b pupial )
setelah pelaksanaan peberjaan mencapar kemauan Gsik 35 %o dan dinyatakan dengan
Rurtta Acara Pemenksann Pekerjann

_
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Angsuran IT (Dua) dibayarkan schesar 45 %4 dari Jumiah harza borongzan vain -

Nilai Kontrak 45 % x Rp.23.782.000.00 = Rp. 10.70L.900,00
Terdini dan :

Nilai Fisik 100¢110 x Rp. 10.701.900,00 = Rp. 9.739.000,040)

FPN 10 % (Tidak dipungut)/ditangenne Pemerintah = Ty 672 900,00
Vang dibayarkan sekarang Ep. 9729 G000

(Sembilan juta rupuh ratus dua puluh sembilan fhu rupiah

setelah pelaksanaan pekerjaan mencapai kemajuan fisik 160 %0 dan dinvatakan dengan
Berita Acara Pemeriksaan dan telah diserahkan unruk pertama kalinva telah diterima
denean baik olch PIHAK PERTAMA

Angsuran ke I (tiga) dibavarkan sebesar § %6 dari Jumlah harga borongan vaity .

Nim Kontrak $ % x Bp. 23782 000,00 = Ep L1589 10000
Terdin dan ;

Nlag Fistk 100110 x Rp. 1.189.100,040 = Rp. 1.G81.000,00
PPN 10 % (Tidak dipungut)ditanggung Pemerintah = Rp. 108 10000
Yang dibayarkan sekarang = Rp. 1.OB1 060, 00

(Satu juta delapan puluh sahi ribu rupiah)
setelaly asa pemeliharaan (onderhouns petiode ) Dorakln dan pekerjaan telal
diserahkan untuk ke dua kalinva serta telah diterima dengan batk PIHAK PERTAMA.

Pneal 13
KENAIKAN HARGA

kenatkan harga bahan-bahan, alat-alar dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan
pemborengan ini ditanggung sepenuhnya oleh PTHAK KEDU A

Puda dasarmya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajuban (untutan ki sl henuikin
harga hahan-hahan, alat-alat dan upah, kecuali apabila terjadi tindakan’ kehijaksanan
Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter vang diumumban secara resmi
dan diatur dalam Peraturan Pemerintah, khusus untub pekerjaan pemborongan

Pasal 14
PERERJAAN TAMBAH KURANG

Penyimpangan-penyvimpangan  dan  atau perubahan-perubahan  yang  merupakan
penambahan atau pengurangan pekerjaan, hanya disnsenp sah sesdah mendapar
penmtah tertulis Direksi Pekerjaan PIHAK, PERTAMA dengan menyebuthan jens dan
perincian pekerjaan secara jelas,

Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai scbagai alasan unmk merubah
Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan, kecuali atas persetujuan tertuls dan PIHAK
PERTAMA.

Perhiungan biaya untuk pekerjaan tambah kurang diperhitungkan menut harga
satuan pekerjaan yang dimasukkan olch PIHAR KEDU A kepada PIHAK PERTAMA
pada waktu pelelangan pekerjaan ini. Untuk pekerjaan tambah kurang vang belum ada
harga satuannya ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak

Lintuk pekerjaan tersebut diatas, dapat dibuat Perjanjian Tambahan { Addendum)
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Pasal 15
PENGAMANAN TEMPAT KERJA DAN TENAGA EKERJA

. PIHAK KEDUA bertanggung jawpb atas keamasn tempat kerja / lenaga kerju
kebersihan halaman bangunan-bangunen, gudang, alat-alat dan bahan-bahan bangunan
solaemn pekerjasn berlangsung serta wajib menyediskan kotsk obat-obstan untuk
penanggunalangan pertama pada kecelakaan (Kotak PPPK).
PIHAK EEDUA bertangmung jaweb / wajib menyediakan sarane unfuk menjagn
keselamatan para {enaga kerja guna menghindari bahaya yang mungkin terjadi pada
saat melakeanakan pekerjaan. \
. Jika terjadi kecelnknan pada saat me!aksanakan pekerjean, maka PIHAK KEDUA
wajib memberikan perfolongan kepada korban-korban dan segala biaya yang
dikeluarkan sebagai ekibat dari kecelakaan menjadi beban / tanggung jawab PIHAK
KEDUA.
. PIHAK KEDUA wn;:h mcnyudmhn umpat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan
dan ketertiban, delam hal para lauaga]«um tinggal di loknsi pekerjaan
. Hubungan antera para tenage kerja déngan PIHAK KEDUA sepanjang tidak distur
secarn kwsus harus tunduk pada peraturen Pemerintah yang berlaku
1fil T
Pasal 16
LAPORAN
. PIHAK KEDUA wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pekerjamn
secarn keseluruhan yang dibual dalam rengkap secukupnya dan ditenda tangani oleh
pengawas / Direksi pekerjaon dan Pelaksana seria diserahkan kepada PIHAK
PERTAMA paling |ambat 2 (dua) hani setelah setiap periode laporan
. PIHAK KEDUA wajib membual catatan yang jolas kemajuan yang telah dilaksanakan
dan jika diminta oleh PIHAK PERTAMA untuk keperluan pemeriksaan sewaktu-waktu
dapat disernhkan.
. Segala laporan dan atau catatan tersebut dalamn ayat 1dan 2 ini dibuat dalam bentuk
buku harian diiei pada formulir yang telah disetujui oleh pengawas pekerjasn dmn
harus selalu berada ditempat pekerjaan
. PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyerahksn kepada PIHAK PERTAMA fakta-
faktn, dokumentasi yang dimasukdan dalam album proyek tentang pelokssnaan,
perkembangan, kegiatan hasil kerja dari tisp-tinp pos pelaksanasmvbagisn pekerjamn
sampai selesa,
. PIHAK KEDUA wajib membuntu pengawas / Direksi dalam melaksanakan / mencatat

segala hal ihwal julannya proyek dan wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA
gambar-gambar pelaksanaan (Ast Built Drawing).

Pasal 17
SANGSI DAN DENDA

. Jika PIHAK KEDUA setelah mendapat peringaten fertulis tiga kali berturut-turut tidak
mengindahkan kewujihnn scbogaimana tercantum dalam pasal (4), (5), (6), (7) dan
pasal (17) perjanjian ini, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian, PINAK KEDUA
wajib membayar denda kelalaien sebesar 1 o/oo (saiu permil) dan setinggi-tingginya
5 9% (lima perwen) dari harga borongan.

. Jika PIHAK KEDUA tiduk dapal menyelesnikan pekerjnan borongan sesuai dengan
jrngka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal (8) perjanjinn ini maka setiap
hari keterlambutan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar
1 ofoo (satu permil) duri Harga Borongan dan setinggi-lingginyn 5% dari harga
Horongan.

. Denda-denda torsebut dalat ayat (1) dan ayat (2) pasal ini wkan diperhitungkan dengan
kewsjiban pembaynran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
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Pasal 18
RESIKO

1. Jika hasil pekerjasn PIHAK KEDUA muisnsh dengan cara apapun sebelum diserahkan
kepada PTHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepeminya
atas segala kerugion yang timbul, kecuali PIHAK PERTAMA  feluh lalei untuk
menerima hasil pekerjaan tersebut.

2. Jika hasil pekerjaan tersebut sebagian atan xe!m:imyn musnal diluar kesalahan kedua
belah pihak (skibat “Keadaan Memaksa™ tersebut dalam pasal 9), sebelum pekerjaan
disershitan kepada PIHAK PERTAMA tidak lalai untuk menerima ateun menyetujui
hasil pekerjaan tersebut, maka segala kerugian yang timbul akibat keadaan itu akan
ditanggung bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat

3. Jika hasil pekerjaam PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnah disebabkan
oleh suaty cacat-cacat tersembunyi dalam strukturnya atau disebabkan oleh retalmya
tensh, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab selama sepuluh tahum terhitung saat
tanggal penyerahan hasil pekerjaann kepada PIHAK PERTAMA.

4, Jikn hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnsh disebabkan
karena berubahnys penggunann / fingsi maka segala kerugian yang timbul di tangeung
oleh PIHAK PERTAMA.

5. Jika pada waktu pelskeannnn pekerjaan terjadi kemacetan yang diakibatkan tidak
masuknya ateu tidak tersedianya behan-bahan den slat-nlat karena semata-mata
kesalnhan PIHAK KEDUA maka segala resiko akibst kemacetan pekerjaan tersebut
pada dasarnya menjadi tanggung jawab PTHAK KEDUA .

6. Segala personlan dan tuntutun para tenaga kerja menjadi bebun dan tanggung jawab
sepenuhnya dari PIHAK KEDUA atmu dengan kata lain  bahwa PIHAK KEDUA
membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala luntulan pers lenaga kerja yang
berkenaan dengun pelaksunasmn puiuurjm ini baik didalam maupun diluar pengadilun

7. Bilamana gelamu PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan Pemborongan ini
menimbulkan kerugian bagi orang-orang yang tidak ada sangkutpautnya dalem
perjanjian ini maka segala kerugien ditanggung sepermbinya oleh PIHAK KEDUA

Pasal 19

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika teryudi perzelisihan nntarn kedua belah pihak maks pads dasarnya sk
diselesnikan secnra musyswarah,

2, Jika perselisihan il tiduk dapat diselesmikan socara musyawnrah, maka sakun
dinelosnikan oleh suatu “Panitin Pendamai” yang berfungsi sebagai Jurl/ Waait,
dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari
¢ Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggola
¢ Seorang Wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota .
¢ Seorang wakil duri PIHAK KETIGA yang ahli sebagai Ketun dan telah disetjui

oleh kedua belah pihak.

3. Keputusan “Panitia Pendamai™ ini mengikat kedun belsh pilink dan biaya
penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan dipikul secara bersuma,

4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dupat dimi
pmajmmﬂ melalui Pengadilan Negeri Madiun sebagnimann dimaksud
p 2).

_
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Pasal 20
PEMUTUSAN PERJANIIAN

1. PIHAK PERTAMA berhak memutusken Perjenjizn imi secars sepihak dengan
pemberiteshuan secara tertulis 7 (tujuh) hari eebelumnya setelah melakeanakan
peringatan / teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepda PIHAK
KEDUA dalam hal :

& Dalam safu bulan terhiting tanggal Surst Perjanjian ini tidak atau belumn mulai
melaksanakan pekerjasn pemborongan sebagaimana diatur dalam pasal (1),

b. Dalam waktu satu bulan berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan pemborongan
yang dimulainya

¢, Seraca langsung atan tidak |angsung dengen sengaja memperlambat penyeselaian
pekerjnan pemborongan ini,

d. Memberikan keterangan tidak benar yeng merugikan atan dapat merugikan PIHAK
PERTAMA, schubungnn dengan pekerjaan ini.

e. Jika pekerjaan pemborongan ini dilaksanaken oleh PTHAK EKEDUA tidak sesum
jadwal waktu pelaksanaan (Time Schedule) yang dibuat oleh PIHAK KEDUA
dan telsh disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

2. Jika terjadi pemutnsen perjanjian secara eepihak oleh PIHAK PERTAMA
sebagaimana dimaksud dulam ayat (1) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat
meminjuk pemborong lain atas kehendnk dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk
menyelesaikan pekerjaan pemborongan tersebut, PIHAK KEDUA harus menyerahkan
kepada PIHAK PERTAMA segala arsip, gambar-gambar, perhitungan dan keterangan
lainnya yang bertmbungan dengan Surat Perjanjian ini.

Pasal 21
BEA MATERAI DAN PAJAK
Bea materai dori Surut Perjanjian ini serta pajok-pajak lainnya dibebankan kepada PIHAK
KEDUA dan harus dilunnsi / dibayar sesuai dengan perafuran yung berlal.
Pusal 22
TEMPAT KEDUDUKAN
Segala nkibut yang terjudi dari peloksanaan perjanjian ini, kedua belah pihok telah
memilih tempal kedudukan (domieili) yang tetap dan sah di Kantor Kepamiteraan
Pengadilan Negeri Madinn.
Pasal 23
LAIN-LAIN
1. Segala sesuatu yang belum dintur dalam Surat Perjanjian ini atau perubshan-perubahan
yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalum Surat
Perjanjion tambahan (Addendum) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan Surut Perjanjian ini,
2. Surat Perjanjian it dibuat dalam rangkap 10 (sepulub ) ganda lembur asli den kedua
bermaterni cukup yang suma kuatnya untuk PIHAK PERTAMA dun PIHAK EEDUA,

solebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungaunya
dengan pekerjnan pemborongan ini.

e
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